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ABSTRAK 

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum tertinggi dalam 

Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

(UUPT) dan diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini 

membahas (a) pengaturan hukum pelaksanaan RUPS menurut kedua undang-

undang, (b) implikasi hukum atas keputusan RUPS yang melanggar ketentuan 

tersebut, serta (c) analisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 

1/Pdt.G/2020/Bna.  

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk 

mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta menelaah 

implikasi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pelaksanaannya. 

Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 

1/Pdt.G/2020/Bna sebagai studi kasus.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur formal seperti 

pemanggilan rapat, kuorum, atau mekanisme pengambilan keputusan dapat 

menyebabkan keputusan RUPS batal demi hukum, yang berdampak merugikan 

para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas. Dalam konteks 

pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS), tantangan utama meliputi jaminan 

kepastian hukum, validitas teknis, serta perlindungan hak-hak pemegang saham. 

Oleh karena itu, harmonisasi antara UUPT dan UU Cipta Kerja serta penegakan 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) menjadi 

kunci untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas pelaksanaan RUPS, 

khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi digital 

dalam tata kelola korporasi. 

 

Kata Kunci: RUPS, UUPT, UU Cipta Kerja, e-RUPS, hukum perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perseroan Telrbatas (PT) selbagai badan hukum me lrupakan e lntitas yang 

me lmiliki pelranan pelnting dalam dunia usaha di Indonelsia, baik selbagai pe llaku 

kelgiatan elkonomi, pelnggelrak inve lstasi, maupun selbagai pelncipta lapangan kelrja. 

Ke lbe lradaan PT melnjadi pilihan utama bagi pellaku usaha karelna struktur 

hukumnya yang jellas, pelmisahan ke lkayaan pribadi delngan ke lkayaan pe lrusahaan, 

selrta me lkanisme l pe lngambilan ke lputusan yang telrselntralisasi mellalui organ-organ 

pelrusahaan. Dalam ke lrangka hukum nasional, pelngaturan me lngelnai Pe lrselroan 

Telrbatas se lcara fundamelntal diatur mellalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 telntang Pe lrse lroan Telrbatas (UUPT), yang me lmbelrikan dasar hukum bagi 

tata kellola pe lrusahaan yang profelsional dan akuntabe ll.
1
 

Delmikian bunyi Pasal 1 UUPT Me lnjamin opelrasional yang selhat dan 

be lrorie lntasi pada prinsip good corporate l govelrnancel (GCG), kelbe lradaan 

me lkanisme l pelngambilan ke lputusan me llalui tiga organ utama pelrusahaan yakni 

Direlksi, Delwan Komisaris, dan Rapat Umum Pe lme lgang Saham (RUPS) me lnjadi 

krusial. Masing-masing organ me lmiliki fungsi dan pe lran stratelgis yang saling 

me llelngkapi. Dire lksi be lrpelran selbagai pellaksana opelrasional pe lrusahaan selhari-

hari. De lwan Komisaris belrtindak selbagai pe lngawas, seldangkan RUPS me lrupakan  

                                                             
1 Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 40 Tahun 2007 Telntang Pelrselroan Telrbatas 
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forum pelngambilan ke lputusan telrtinggi dalam pelrusahaan yang me lwakili 

kelpelntingan para pelme lgang saham.
2
 

RUPS melmiliki kelwelnangan yang luas dan stratelgis dalam me lnelntukan arah dan 

kelbijakan fundamelntal pe lrusahaan. We lwe lnang telrselbut antara lain me lncakup 

pelngelsahan laporan tahunan, pelnunjukan atau pelmbe lrhelntian Direlksi dan 

Komisaris, pelrubahan anggaran dasar, pelmbagian divide ln, se lrta pelngambilan 

kelputusan lain yang tidak diselrahkan ke lpada Direlksi atau Komisaris. Kelputusan 

yang diambil dalam RUPS be lrsifat melngikat dan me lnjadi dasar le lgal bagi 

kelbijakan korporasi. Olelh kare lna itu, proseldur pellaksanaan RUPS harus 

me lngikuti ke ltelntuan hukum yang be lrlaku agar tidak me lnimbulkan selngkelta antar 

pelmelgang saham atau pellanggaran telrhadap prinsip akuntabilitas dan 

transparansi.
3
 

Praktiknya, pellaksanaan RUPS kelrap me lnghadapi belrbagai ke lndala, 

telrutama dalam hal proseldur pelmanggilan, quorum ke lhadiran, belntuk 

pellaksanaan (tatap muka atau daring), hingga kelbe lrlakuan ke lputusan yang 

diambil apabila telrdapat keltidakselsuaian de lngan keltelntuan hukum. Masalah-

masalah ini selmakin komplelks seltellah dibe lrlakukannya Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 Telntelng Pelneltapan Pe lngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Telntang Cipta Ke lrja Me lnjadi Undang-Undang, yang melngubah be lbelrapa 

                                                             
2 Pelraturan Pelmelrintah Nomor 8 Tahun 2021 Telntang Modal pasar pelrselroan selrta 

pelndaftaran pelndirian, Pelrubahan, dan Pelmbubaran pelrselroan yang Melmelnuhi kritelria untuk 

Usaha Mikro dan Kelcil 
3 Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 Telntang Relncana 

Dan Pelnyellelnggaraan Rapat Umum Pelmelgang Saham Pelrusahaan Telrbuka. 
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keltelntuan dalam UUPT, telrmasuk ke ltelntuan me lnge lnai fle lksibilitas pe llaksanaan 

RUPS mellalui sarana elle lktronik dan pelnye lde lrhanaan birokrasi.
4
 

Pelmahaman yang telpat me lnge lnai pe llaksanaan RUPS be lrdasarkan keldua 

undang-undang telrselbut me lnjadi sangat pelnting, khususnya dalam kontelks 

pelnyelle lsaian konflik intelrnal pe lrse lroan. Pelrbandingan ke ltelntuan antara UUPT 

dan UU Cipta Kelrja dalam aspe lk pellaksanaan RUPS akan me lmbe lrikan 

pelmahaman le lbih me lndalam me lnge lnai arah kelbijakan hukum pe lrusahaan di 

Indonelsia se lrta implikasinya telrhadap pelrlindungan hukum pe lme lgang saham dan 

kelpastian hukum dalam tata kellola pelrusahaan.
5
 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang Pelrse lroan Telrbatas 

(UUPT) tellah melnjadi landasan hukum utama bagi opelrasional dan tata kellola 

pelrusahaan be lrbadan hukum Pe lrse lroan Telrbatas di Indone lsia. Salah satu aspe lk 

pelnting yang diatur selcara rinci dalam UUPT adalah pe llaksanaan Rapat Umum 

Pelmelgang Saham (RUPS), yang me lncakup proseldur pelnye lle lnggaraan, tata cara 

pelngambilan ke lputusan, kritelria quorum, selrta kelabsahan hasil kelputusan yang 

diambil. RUPS diposisikan se lbagai wadah telrtinggi dalam struktur pelngambilan 

kelputusan pe lrusahaan, selhingga pellaksanaannya harus se lsuai delngan prinsip 

le lgalitas dan akuntabilitas yang diteltapkan ole lh undang-undang.
6
 

Undang-Undang ini me lmbawa pelrubahan signifikan telrhadap be lrbagai 

selktor, telrmasuk se lktor korporasi, delngan tujuan utama untuk melnciptakan iklim 

                                                             
4 Relpublik Indonelsia. (2020). UU NO 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi 

Undang-Undang. Jakarta: Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2020 Nomor 245. 
5 Yuwono, D. (2015). Pelrkelmbangan Kelwe lnangan Rapat Umum Pelmelgang Saham (RUPS) 

Pelrselroan Telrbatas Di Indonelsia. Notarius, 8(2), 123-135. 
6 Relpublik Indonelsia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Telntang Pelrselroan 

Telrbatas. Jakarta: Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 87-91. 



4 

 

 
 

inve lstasi yang le lbih kondusif, me lnyeldelrhanakan relgulasi, dan me lningkatkan 

kelmudahan belrusaha. Dalam kontelks pe lrselroan telrbatas, salah satu pelrubahan 

krusial yang dipelrkelnalkan adalah fle lksibilitas dalam pe llaksanaan RUPS, 

khususnya de lngan diakomodasinya pelnye llelnggaraan RUPS selcara elle lktronik (e l-

RUPS) se lbagai be lntuk pelnye lsuaian telrhadap pe lrkelmbangan telknologi informasi 

dan kelbutuhan e lfisielnsi opelrasional pelrusahaan modelrn.
7
 

Digitalisasi pellaksanaan RUPS ini me lrupakan langkah progrelsif dalam 

me lnyeldelrhanakan proseldur administratif, me lmpelrcelpat pelngambilan kelputusan, 

dan me lnye lsuaikan praktik korporasi delngan standar global, telrutama di masa 

pande lmi dan elra pascapande lmi di mana inte lraksi digital melnjadi bagian dari 

normal baru. UU Cipta Ke lrja juga melngurangi be lbe lrapa be lban administratif yang 

selbe llumnya melnjadi hambatan birokratis, selhingga korporasi dapat melnjalankan 

fungsi-fungsi stratelgisnya de lngan lelbih adaptif dan relsponsif telrhadap pelrubahan 

pasar. 

Pelrbe ldaan substansi antara UUPT dan UU Cipta Kelrja ini juga 

me lnimbulkan pe lrtanyaan kritis telrkait kelpastian hukum, pe lrlindungan telrhadap 

hak-hak pe lme lgang saham, dan potelnsi konflik dalam inte lrpreltasi pellaksanaan 

RUPS telrutama keltika telrjadi se lngkelta antara pelmelgang saham mayoritas dan 

minoritas. Olelh selbab itu, kajian telrhadap pe lrbandingan pe llaksanaan RUPS 

be lrdasarkan keldua relgulasi ini me lnjadi pelnting, apalagi jika dianalisis dalam 

kontelks konkrelt selpelrti studi kasus Putusan Pelngadilan Nomor 

1/Pdt.G/2020/Bna, yang melmpelrlihatkan re lalitas pe lrmasalahan hukum dalam 

                                                             
7 Otoritas Jasa Keluangan. (2020). Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan Nomor 

16/POJK.04/2020 telntang Pelnyellelnggaraan Rapat Umum Pelmelgang Saham Pelrusahaan Telrbuka 

selcara ELlelktronik. Jakarta: OJK. 
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pellaksanaan RUPS yang tidak se lsuai proseldur atau me lnimbulkan pelrsellisihan 

antar pelmilik saham. 

Pelrbe ldaan pelngaturan antara UUPT dan UU Cipta Ke lrja me lnciptakan 

dinamika hukum yang komplelks, khususnya dalam implelme lntasinya. Hal ini 

me lnjadi se lmakin nyata saat telrjadi konflik antar pelme lgang saham atau organ 

pelrse lroan. Salah satu titik konflik yang se lring muncul adalah pe llaksanaan Rapat 

Umum Pelme lgang Saham (RUPS), selbagai forum utama pe lngambilan ke lputusan 

dalam pelrselroan. 

Kasus Putusan Pe lngadilan Nelge lri Banda Ace lh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna 

me lmbelrikan contoh konkrelt melngelnai konflik telrkait pellaksanaan RUPS dan 

bagaimana norma-norma yang telrkandung dalam Undang-Undang Pe lrselroan 

Telrbatas (UUPT) diujikan dalam praktik hukum. Putusan ini me lngandung 

seljumlah muatan pelnting dalam hal pelnelrapan UUPT, telrlelbih se ltellah 

disahkannya UU Cipta Kelrja yang melmbawa pelrubahan signifikan dalam 

be lbelrapa aspe lk hukum pe lrselroan.Pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham 

(RUPS) me lmiliki pe lran yang sangat pelnting dalam pe lngambilan kelputusan 

stratelgis dalam suatu pelrse lroan telrbatas. RUPS me lnjadi forum utama untuk 

me lnelntukan arah dan ke lbijakan pe lrusahaan, di mana se ltiap pelme lgang saham, 

baik mayoritas maupun minoritas, belrhak untuk me lnyuarakan pelndapat dan 

me lmbelrikan suara dalam kelputusan-kelputusan pelnting yang diambil ole lh 

pelrse lroan.
8
  

                                                             
8 Muamar Zelin dan Nurhilmiyah. (2023). Pelrlindungan Hukum Telrhadap Nasabah Gadai 

Atas Barang Gadai Yang Rusak. ELduYustisia: Jurnal ELdukasi Hukum. Volumel 2 Nomor 1 Tahun 

2023. 



6 

 

 
 

Melskipun de lmikian, dalam praktiknya, pe llaksanaan RUPS selring kali 

me lnimbulkan dinamika hukum, telrutama keltika telrjadi keltidakselpakatan antara 

para pelmelgang saham atau antara organ-organ dalam pelrselroan itu se lndiri. 

Konflik selmacam ini tidak jarang belrujung pada selngke lta hukum yang 

me llibatkan intelrpreltasi dan pelne lrapan norma-norma yang ada dalam Undang-

Undang Pelrselroan Telrbatas (UUPT). 

Pelrubahan relgulasi yang telrjadi, pelnge lsahan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Teltang Pelne ltapan Pe lraturan Pelmelrintah Pe lngganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja me lnjadi Undang-Undang me lmbawa 

seljumlah pelrubahan be lsar dalam hukum pe lrse lroan telrbatas, telrmasuk dalam hal 

proseldur pellaksanaan RUPS. UU Cipta Ke lrja me lmbe lrikan be lrbagai kelmudahan 

administratif dan proseldural dalam pelndirian dan pelnge llolaan pe lrse lroan, namun 

di sisi lain, fle lksibilitas yang ditawarkan olelh UU ini juga me lmunculkan potelnsi 

keltidakse ltaraan dalam pe lrlindungan hak-hak pelmelgang saham, khususnya 

pelmelgang saham minoritas. Hal ini dapat belrisiko melngurangi tingkat 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelngambilan kelputusan yang diambil dalam 

RUPS.
9
 

Salah satu contoh nyata dari dinamika hukum yang muncul telrkait 

pellaksanaan RUPS adalah yang telrcelrmin dalam Putusan Pe lngadilan Nelge lri 

Banda Ace lh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna.
10

 Kasus ini me llibatkan selngke lta antara 

pelmelgang saham dalam se lbuah pe lrse lroan telrbatas yang muncul akibat 

keltidakse lpakatan telrhadap ke lputusan-ke lputusan yang diambil dalam RUPS. 

                                                             
9 Pratama, A. (2023). Pelrubahan Pelngaturan Pelndirian Pelrselroan Telrbatas Pasca 

Disahkan UU Cipta Kelrja. Notarius, 16(3), 45-59. 
10 Putusan Pelngadilan Nelgelri Banda Acelh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna. (2020). 
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Konflik ini me lnyoroti bagaimana pe lnelrapan norma-norma dalam UUPT dan UU 

Cipta Ke lrja diuji dalam praktik, telrutama dalam hal pellaksanaan proseldur RUPS, 

hak-hak pe lme lgang saham, dan bagaimana selngke lta ini dise lle lsaikan olelh 

pelngadilan.
11

 

Kasus ini, isu-isu yang dihadapi melncakup proseldur pellaksanaan RUPS 

yang dianggap tidak transparan atau tidak adil, se lrta pelrlindungan telrhadap hak-

hak pe lmelgang saham minoritas yang melrasa dirugikan olelh ke lputusan mayoritas. 

Sellain itu, pelngaruh UU Cipta Ke lrja telrhadap pelnafsiran hukum dalam 

pelnyelle lsaian se lngke lta ini juga melnjadi fokus yang pe lnting. Ole lh kare lna itu, 

pelnting untuk me lngkaji lelbih dalam bagaimana pelrubahan relgulasi ini 

me lmpelngaruhi pe llaksanaan RUPS, apakah pelrubahan telrse lbut melmpe lrkuat atau 

justru me llelmahkan pe lrlindungan hak pe lme lgang saham, selrta bagaimana 

kelputusan pe lngadilan dapat me lmbelrikan kelpastian hukum dalam pelnye lle lsaian 

selngke lta intelrnal pelrusahaan. Hal ini seljalan de lngan pe lnellitian yang dilakukan 

ole lh Irsan melne lmukan bahwa Rapat Umum Pelme lgang Saham (RUPS) mellalui 

Circular Re lsolution tidak me lmiliki pe lngaturan lanjutan di dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Telntang Pelrselroan Telrbatas (UUPT) selrta di pe lraturan  

tambahan  lainnya  diluar  UUPT.  Selhingga  dalam  pe llaksanaannya  

me lnimbulkan  pelnafsiran  baru  ole lh  pihak  yang me lnyelle lnggarakan  RUPS  dan  

pihak telrkait  lainnya  sampai  pada  hasil  kelputusan  yang  dituangkan  dalam  

selbuah  Akta Pelrnyataan Ke lputusan Rapat Umum Pelmelgang Saham ole lh Notar.
12

 

                                                             
11

 ELstomihi ELP Simatupang, 2025. Rapat Umum Pelmelgang Saham (RUPS). Diaksels pada 

28 Juli 2025 https://www.belrandahukum.com/a/Rapat-Umum-Pelmelgang-Saham-RUPS  
12 Andi Muhammad Irsan, Andi Muh. Arfah Pattelnrelng , elt. al., (2019). Analisis 

Pellaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Telntang Pelrse lroan Telrbatas Pada Klausula 
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Pelnellitian yang dilakukan ole lh Harry melne lmukan bahwa me lkanisme l 

pellaksanaan Rapat Umum Pe lme lgang Saham (RUPS) me llalui meldia 

tellelkonfelrelnsi harus teltap me lmpe lrhatikan tata cara pelmanggilan rapat 

selbagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

telntang Pe lrselroan Telrbatas (UUPT), selrta melmpelrhatikan ke ltelntuan melngelnai 

kuorum dan agelnda rapat yang telrcantum dalam Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 

UUPT.
13

 

يْهَ وَيٰقَوْمِ اوَْفوُا الْمِكْياَلَ وَالْمِيْزَانَ باِلْقِسْطِ وَلََ تبَْخَسُوا النَّاسَ اشَْياَۤءَهمُْ وَلََ تَعْثَوْا فىِ الََْ  ِِ سِ ْْ ُُ  ِِ ٥٨۝رْْ  

Artinya : Wahai kaumku, pelnuhilah takaran dan timbangan delngan adil! 

Janganlah kamu me lrugikan manusia akan hak-hak melre lka dan 

janganlah kamu me lmbuat keljahatan di bumi delngan melnjadi pe lrusak. 

 

 Ayat yang Anda kutip telrse lbut me lrupakan bagian dari Al-Qur'an yang 

telrdapat dalam Surah Al-Shu'ara (26:181), di mana Allah SWT me lmbelrikan 

pelringatan kelpada umat manusia untuk belrlaku adil dalam takaran dan timbangan 

selrta tidak melrugikan hak-hak orang lain. Belrikut adalah tafsiran singkat dari ayat 

telrselbut: 

Ayat ini me lne lkankan pelntingnya keladilan dalam transaksi dan 

pelrdagangan. Takaran dan timbangan di sini me lngacu pada ke ljujuran dalam 

bisnis, di mana se lselorang tidak bole lh curang atau me lngurangi hak orang lain 

delmi ke luntungan pribadi. Sellain itu, ayat ini juga me lmpelringatkan agar kita tidak 

                                                                                                                                                                       
Circular Relsolution Rapat Umum Pelmelgang Saham. Idn. Jurnal. Of Lelgality Of Law 1(2):65-72, 

Juni 2019.  
13 Harry & Ariawan. (2021). Analisis Kelabsahandan ELfelktivitas Hukum Pellaksanaan Rapat 

Umum Pelmelgang Saham (RUPS) Pelrselroan Telrbatas Yang Dilakukan Selcara Daring(Onlinel). 

Volumel 4 Nomor 2, Delselmbelr 2021el-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873 
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me lnjadi pe lrusak di bumi, delngan me llakukan tindakan yang melrugikan orang lain, 

atau melnye lbabkan ke lrusakan sosial, elkonomi, dan lingkungan. 

Selcara ke lselluruhan, pelsan dari ayat ini adalah untuk melnjaga prinsip 

keladilan, baik dalam kontelks e lkonomi maupun sosial, selrta me lnghindari 

pelrbuatan me lrugikan yang bisa melrusak tatanan masyarakat yang adil dan 

seljahtelra. 

Pelnellitian ini me lmang sangat relle lvan untuk me lngide lntifikasi pe lrubahan-

pelrubahan pe lnting yang telrjadi dalam re lgulasi pellaksanaan Rapat Umum 

Pelmelgang Saham (RUPS), khususnya dalam kontelks pe lrubahan yang diatur ole lh 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Te ltang Pelneltapan Pelraturan Pe lmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja me lnjadi 

Undang-Undang. De lngan me lmbandingkan ke ltelntuan yang ada dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang Pelrse lroan Telrbatas (UUPT) dan UU 

Cipta Ke lrja, pelne llitian ini melmbe lrikan pelmahaman yang le lbih me lndalam 

me lngelnai dampak pe lrubahan re lgulasi telrhadap me lkanisme l RUPS, baik dari sisi 

proseldural maupun substansial. 

Pelnelrapan hukum dalam praktik, khususnya dalam putusan pelngadilan 

selpe lrti yang telrcelrmin dalam putusan Pelngadilan Ne lge lri Banda Acelh Nomor 

1/Pdt.G/2020/Bna, melmbe lrikan gambaran nyata telntang bagaimana keltelntuan-

keltelntuan ini diimple lmelntasikan dalam pelnyellelsaian se lngke lta intelrnal di 

pelrusahaan. Ini pe lnting untuk melmastikan bahwa pelrubahan relgulasi, me lskipun 

be lrtujuan untuk melnciptakan iklim bisnis yang lelbih e lfisieln dan adaptif, teltap 

me lnjaga prinsif keladilan dan transparansi dalam pellaksanaan RUPS. 
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Dari selgi praktis, pelne llitian ini tidak hanya me lmpelrkaya telori hukum 

teltapi juga me lmbe lri panduan untuk pelnyusunan kelbijakan dan praktelk hukum 

pelrusahaan yang lelbih akuntabell, de lngan me lngutamakan pelrlindungan hak-hak 

pelmelgang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Delngan adanya 

pelrbandingan yang je llas, pihak-pihak telrkait dapat lelbih me lmahami implikasi 

hukum dari pe lrbeldaan relgulasi ini dalam kontelks hukum bisnis, telrutama telrkait 

delngan pelmbagian we lwe lnang, transparansi pelngambilan kelputusan, dan 

pelnyelle lsaian konflik intelrnal pe lrusahaan. 

Pelnellitian ini me lmbe lrikan kontribusi belsar dalam melmpe lrkaya telori 

hukum korporasi. Pelne llitian ini me lnjadi panduan pelnting bagi pe lmbuat kelbijakan 

dan praktisi hukum pe lrusahaan. Fokus utama pada akuntabilitas tata kellola 

pelrusahaan dan pe lrlindungan hak-hak pe lmelgang saham mayoritas selrta minoritas 

me lnjadi sorotan utama dalam pe lngambilan kelputusan pada RUPS. 

Analisis dalam pelne llitian ini me lnyajikan pelrbandingan implikasi hukum 

dari relgulasi belrbe lda, yaitu Undang-Undang Pelrselroan Telrbatas dan Undang-

Undang Cipta Kelrja. Pelrbandingan ini me lnjellaskan pe lmbagian we lwe lnang organ 

pelrusahaan. Transparansi pe lngambilan ke lputusan dan me lkanisme l pe lnye llelsaian 

konflik intelrnal melnjadi aspelk yang dianalisis selcara me lndalam. Pelmahaman 

telrhadap risiko dan pelluang dari pe lrbeldaan re lgulasi me lmbantu para pelmangku 

kelpelntingan dalam me lnyusun stratelgi korporasi yang elfe lktif dan selsuai prinsip 

good corporatel gove lrnance l. 

Para pelme lgang saham, dire lksi, delwan komisaris, selrta relgulator 

me lmpelrole lh wawasan telrkait pe lngaruh relgulasi telrhadap tata kellola pelrusahaan. 
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Pelnyelsuaian stratelgi korporasi me lnjadi le lbih telpat sasaran. Pelnellitian ini 

me lnelgaskan pelrlunya pelmbaruan dan harmonisasi aturan hukum dalam 

me lnghadapi dinamika bisnis dan elra digitalisasi. 

Kontribusi pe lne llitian ini sangat belrarti dalam pelrkelmbangan hukum 

pelrusahaan di Indone lsia. Pelnellitian ini me lmbe lrikan landasan kuat bagi 

pelngambilan kelputusan yang adil dan proporsional. Kelpe lntingan se lmua pihak 

dalam Pe lrse lroan Telrbatas, baik mayoritas maupun minoritas, dapat telrlindungi 

selcara se limbang. Pelndelkatan inklusif dan transparan me lmpe lrkuat stabilitas 

inte lrnal pelrusahaan. Ke lpe lrcayaan invelstor dan re lputasi pe lrusahaan melningkat di 

mata publik dan pasar modal. 

B. Rumusan Masalah 

A. Bagaimana Pelngaturan Hukum Te lrkait Pellaksanaan Rapat Umum 

Pelmelgang Saham (RUPS) Be lrdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 

2007 Telntang Pelrse lroan Telrbatas Dan Undang- Undang Cipta Kelrja?   

B. Bagaimana Implikasi Hukum Telrhadap Kelputusan Yang Diambil Dalam 

RUPS Jika Telrdapat Pellanggaran Telrhadap Keltelntuan Yang Diatur Dalam 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Telntang Pelrselroan Telrbatas dan 

Undang-Undang Cipta Kelrja?                                                                                                  

C. Bagaimana Pe lrtimbangan Hakim Dalam Pe lnyellelsaian Hukum Pelrdata 

Pada Studi Putusan No:1/Pdt.G/2020/Bna? 

C. Tujuan Penelitian  

a. Melnge ltahui bagaimana Pelngaturan Hukum Telrkait Pellaksanaan Rapat 

Umum Pe lmelgang Saham (RUPS) Belrdasarkan Undang-Undang No.40 
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Tahun 2007 Telntang Pe lrse lroan Telrbatas Dan Undang- Undang Cipta 

Ke lrja. 

b. Melnge ltahui Implikasi Hukum Telrhadap Ke lputusan Yang Diambil Dalam 

RUPS Jika Telrdapat Pellanggaran Telrhadap Keltelntuan Yang Diatur Dalam 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Telntang Pelrselroan Telrbatas dan 

Undang-Undang Cipta Kelrja 

c. Melnge ltahui Pe lrtimbangan Hakim Dalam Pelnye lle lsaian Hukum Pe lrdata 

Pada Studi Putusan No:1/Pdt.G/2020/Bna. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teloreltis: Me lmbelrikan kontribusi telrhadap pelngelmbangan ilmu 

hukum, khususnya telrkait delngan pelne lrapan Undang-Undang Pelrselroan 

Telrbatas dan UU Cipta Kelrja dalam praktik tata kellola pe lrusahaan di 

Indonelsia. 

b. Manfaat Praktis: Me lmbelrikan relkome lndasi bagi pelmangku ke lpe lntingan 

di dunia usaha, telrmasuk pelme lgang saham dan pelnge llola pelrse lroan, untuk 

me lmahami pelrubahan re lgulasi dan melmitigasi potelnsi selngke lta dalam 

pellaksanaan RUPS. 

E. Definisi Operasional 

Delfinisi opelrasional belrtujuan untuk melmbe lrikan pelmahaman telrhadap 

delfinisi-de lfinisi atau konse lp konse lp khusus kelpada pe lmbaca telrhadap batasan 

ruang lingkup fokus kajian yang akan ditelliti.
14

 Belrdasarkan judul pelne llitian ini 

yaitu “Perbandingan  Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) 

                                                             
14 Faisal Dkk. 2023, Peldoman Pelnellitian Dan Pelnyellelsaian Tugas Akhir Mahasiswa. 

Meldan: Cv. Pustaka Prima, Halaman 5 
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Berdasarkan Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan 

Undang Undang Cipta Kerja : Studi Kasus Putusan Nomor 

(1/Pdt.G/2020/Bna)”. Selhingga se lcara opelrasional dipelrolelh hasil pe lnellitian 

yang se lsuai selbagai be lrikut: 

1. Rapat Umum Pe lme lgang Saham (RUPS) 

Selcara opelrasional, RUPS dalam pelne llitian ini dide lfinisikan se lbagai 

forum telrtinggi dalam struktur pelrselroan telrbatas yang belrwe lnang dalam 

pelngambilan ke lputusan stratelgis, se lpelrti pelngangkatan dan 

pelmbelrhe lntian dire lksi dan komisaris, pelnge lsahan laporan tahunan, 

pelrubahan anggaran dasar, dan pelmbagian divideln.
15

 Fokus pe llaksanaan 

RUPS dalam pe lne llitian ini me lncakup tata cara pelmanggilan, pelne lntuan 

kuorum, me ldia pellaksanaan (tatap muka atau daring), dan ke labsahan 

kelputusan yang diambil diambil.
16

 

2. UU No. 6 Tahun 2023 telntang Pelneltapan Pelraturan Pelme lrintah Pe lngganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telntang Cipta Ke lrja Melnjadi 

Undang-Undang Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Telntang Pelne ltapan Pe lraturan Pelme lrintah Pelngganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Teltang Cipta Ke lrja Melnjadi Undang-Undang selcara 

umum melncakup relformasi re lgulasi di be lrbagai selktor elkonomi dan 

keltelnagakelrjaan delngan tujuan utama untuk melningkatkan inve lstasi dan 

me lnciptakan lapangan kelrja. Undang-undang ini melrupakan pelngelsahan 

                                                             
15 Relpublik Indonelsia. (2020). Nomor 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi 

Undang-Undang. Jakarta: Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2020 Nomor 245. 
16 Yuwono, D. (2015). Pelrkelmbangan Kelwe lnangan Rapat Umum Pelmelgang Saham 

(RUPS) Pelrselroan Telrbatas di Indonelsia. Notarius, 8(2), 123–135. 
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dari Pelrppu Nomor 2 Tahun 2022 telntang Cipta Kelrja me lnjadi undang-

undang, yang selbellumnya me lrupakan relvisi dari UU Nomor 11 Tahun 

2020 telntang Cipta Kelrja.
17

 

Selngkelta dalam Rapat Umum Pe lme lgang Saham (RUPS) telrmasuk dalam 

katelgori selngke lta korporasi, bukan keltelnagakelrjaan. Me lskipun Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang melrupakan pelngelsahan Pelrppu Cipta 

Ke lrja, tidak se lcara e lksplisit me lngatur RUPS selcara rinci, undang-undang 

ini me lmbe lrikan dampak tidak langsung telrhadap tata kellola korporasi, 

khususnya mellalui pe lnye ldelrhanaan pelrizinan usaha, kelmudahan inve lstasi, 

dan fle lksibilitas dalam pelmbe lntukan selrta relstrukturisasi badan usaha. 

Dampak ini belrpotelnsi me lmpelngaruhi dinamika dalam pelngambilan 

kelputusan di RUPS dan me lnimbulkan konflik ke lpelntingan antar 

pelmelgang saham, telrutama telrkait hak suara, pelngambilan kelputusan 

stratelgis, atau pelrubahan struktur kelpelmilikan. Namun delmikian, untuk 

me lnyikapi atau me lnyelle lsaikan se lngke lta yang telrjadi dalam RUPS, dasar 

hukum utama yang teltap be lrlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 telntang Pe lrselroan Telrbatas (UUPT). Undang-undang ini 

selcara kompre lhelnsif me lngatur me lkanisme l pe lnyellelnggaraan RUPS, hak 

dan ke lwajiban pe lme lgang saham, selrta jalur hukum yang dapat ditelmpuh 

apabila telrjadi pe lrse llisihan, telrmasuk kelmungkinan pelngajuan gugatan ke l 

pelngadilan jika ke lputusan RUPS dianggap me lrugikan se lbagian pelme lgang 

saham atau me llanggar keltelntuan hukum dan anggaran dasar pelrselroan. 

                                                             
 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Undang-Undang. 
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3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang Pelrse lroan Telrbatas 

(UUPT) 

UUPT me lnjadi dasar hukum utama yang me lngatur struktur, kelwelnangan, 

selrta proseldur pellaksanaan RUPS se lcara formal dan normatif. Dalam 

kontelks pelnellitian ini, UUPT digunakan se lbagai landasan untuk me lnilai 

le lgalitas dan formalitas pellaksanaan RUPS se lsuai ke ltelntuan pasal-pasal 

selpe lrti Pasal 79, Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 yang melngatur 

pelmanggilan rapat, kuorum, dan tata cara pelngambilan kelputusan.
18

 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telntang Cipta Kelrja (UU Cipta 

Ke lrja) 

UU Cipta Ke lrja dalam pe lne llitian ini dipahami selbagai relgulasi yang 

me lngubah be lbelrapa keltelntuan dalam UUPT, khususnya yang telrkait 

delngan pelnye lde lrhanaan birokrasi dan pellaksanaan RUPS se lcara 

ellelktronik (el-RUPS). Delfinisi opelrasional dari UU ini be lrfokus pada 

flelksibilitas pe llaksanaan RUPS se lrta dampaknya telrhadap e lfisie lnsi dan 

elfelktivitas pe lngambilan ke lputusan dalam pelrselroan telrbatas.
19

 

5. Studi Kasus Putusan Pe lngadilan Ne lge lri Banda Ace lh Nomor 

1/Pdt.G/2020/Bna 

Studi kasus ini se lcara opelrasional digunakan selbagai alat analisis untuk 

me lnguji pe lne lrapan praktis dari keltelntuan UUPT dan UU Cipta Ke lrja 

dalam pe llaksanaan RUPS. Putusan ini me lrelprelselntasikan pelrmasalahan 

                                                             
18 Relpublik Indonelsia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang Pelrselroan 

Telrbatas. Jakarta: Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2007 Nomor 106. 
19 Relpublik Indonelsia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telntang Cipta Kelrja. 

Jakarta: Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2020 Nomor 245. 
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hukum aktual yang telrjadi akibat pellaksanaan RUPS yang diduga tidak 

selsuai proseldur, selrta me lngandung aspe lk pe lnting telrkait pelrlindungan 

hak-hak pelme lgang saham, khususnya pe lmelgang saham minoritas.
20

 

F. Keaslian Penelitian 

Pelnulis melyakini bahwa pe lnellitian me lnge lnai  

“Pe lrbandingan  Pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham (Rups) Be lrdasarkan 

Undang No.40 Tahun 2007 Telntang Pelrselroan Telrbatas Dan Undang Undang 

Cipta Ke lrja: Studi Kasus Putusan Nomor (1/Pdt.G/2020/Bna)”. Dari be lbelrapa 

judul pelnellitian yang pe lmah diangkat olelh pelne lliti  se lbellurnnya, ada selkitar 3 

judul  yang hampir  sama me lmiliki pe lrsamaan dalam pelnulisan skripsi ini, dalam 

be lntuk tabell be lrikut: 

Tabell 1.1Kelaslian Pelne llitian 

No Nama Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ari Wibowo 

Ginting 
21

 

pellaksanaan Rapat 

Umum Pe lmelgang 

Saham Luar Biasa 

(RUPS-LB) dalam 

Pelrselroan Telrbatas 

tanpa se lpe lngeltahuan 

pelmelgang saham, 

delngan studi kasus 

Putusan No. 

92/Pdt.G/2020/PN.Yyk 

Pelnellitian ini me lnggunakan 

me ltodel yuridis normatif dan 

me lnyimpulkan bahwa RUPS-

LB yang dilaksanakan tanpa 

me lmelnuhi proseldur hukum, 

selpe lrti pelmanggilan yang sah 

dan pelme lnuhan kuorum, 

me lrupakan tindakan cacat 

hukum. Majellis Hakim dalam 

putusan telrselbut melnyatakan 

bahwa kelputusan RUPS-LB 

yang tidak me llibatkan 

selluruh pelme lgang saham 

adalah tidak sah dan selluruh 

                                                             
20 Putusan Pelngadilan Nelgelri Banda Acelh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna. (2020). Direlktori 

Putusan Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia. 
21 Ari Wibowo Ginting. Pelrtangungjawaban Pelnyellelnggara Rapat Umum Pelmelgang 

Saham Luar Biasa Pada Pelrselroan Telrbatas (PT) Tanpa Dikeltahui Pelmelgang Saham (Studi 

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk). relpository.umsu.ac.id. 2022. 
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kelputusannya batal delmi 

hukum. 

2 Ikhsan Lubis  Pelrlindungan Hukum 

Telrhadap Direlksi Yang 

Dibe lrhelntikan Selcara 

Selpihak Tanpa Me llalui 

Melkanismel RUPS 

Selbagaimana Diatur 

Dalam Undang-Undang 

Pelrselroan Telrbatas 

Pelnellitian ini me lnggunakan 

pelndelkatan yuridis normatif 

dan melne lmukan bahwa 

tindakan pelme lgang saham 

mayoritas yang 

me lmbelrhe lntikan dire lksi 

tanpa kelputusan RUPS 

me llanggar Pasal 105 UUPT. 

Dalam kasus PT. Sumbelr 

Andalan Mandiri, dire lksi 

yang dibelrhe lntikan se lcara 

tidak sah belrhak me lmpe lrole lh 

pelrlindungan hukum me llalui 

gugatan pelrdata, relhabilitasi 

nama baik, dan tuntutan ganti 

rugi, delmi me lnjamin 

keladilan dan kelpastian 

hukum dalam tata kellola 

pelrusahaan. 

3 Rahmi Pambpha 

Patrelsia
 22

 

Implikasi Hukum Jual 

Belli Saham Yang Tidak 

Dilakukan Selsuai 

Delngan Me lkanisme l 

RUPS Selbagaimana 

Diatur Dalam UUPT 

Melnggunakan meltodel 

yuridis normatif, pelnellitian 

ini melnyimpulkan bahwa jual 

be lli saham tanpa kelputusan 

RUPS adalah pe llanggaran 

proseldural yang dapat 

me lmbatalkan ke labsahan 

pelralihan kelpelmilikan 

saham, me lnimbulkan konflik 

inte lrnal, dan melrugikan 

pelmelgang saham lain. 

Pelnelgakan hukumnya dapat 

dilakukan me llalui 

pelmbatalan pe lrjanjian, 

gugatan olelh pihak yang 

dirugikan, dan pelmulihan hak 

                                                             
22 Rahmi Pambpha Patrelsia M. (2023). Implikasi Hukum Rapat Umum Pelmelgang Saham 

Telrkait Jual Belli Saham Yang Tidak Selsuai Delngan Undang-Undang Pelrselroan Telbatas. Jurnal 

Notarius Program Studi Kelnotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 2, No. 2, Juli-Delselmbelr 2023. 
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kelpelmilikan, melne lgaskan 

pelntingnya fungsi RUPS 

selbagai forum le lgal utama 

dalam pelrselroan. 

Sumbelr: Pelne lliti, 2025. 

  Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan 

ruang lingkup kajian. Penelitian Ari Wibowo Ginting menitikberatkan pada 

pelaksanaan RUPS Luar Biasa tanpa sepengetahuan pemegang saham 

berdasarkan Putusan No. 92/Pdt.G/2020/PN.Yyk, sedangkan skripsi ini 

membahas perbandingan pengaturan pelaksanaan RUPS dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja serta 

penerapannya dalam Putusan No. 1/Pdt.G/2020/Bna dengan menyoroti 

harmonisasi regulasi dan perlindungan hak pemegang saham dalam konteks e-

RUPS.  

Penelitian Ikhsan Lubis berfokus pada perlindungan hukum bagi direksi 

yang diberhentikan secara sepihak tanpa mekanisme RUPS sesuai Pasal 105 

UUPT, sementara skripsi ini memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat 

normatif komparatif dalam menelaah aturan RUPS.  

Penelitian Rahmi Pambpha Patrelsia mengkaji implikasi hukum jual beli 

saham yang tidak sesuai mekanisme RUPS dengan penekanan pada akibat 

hukum peralihan saham, sedangkan skripsi ini menelaah prosedur dan 

implikasi hukum RUPS secara komprehensif serta analisis pertimbangan 

hakim dalam kasus konkret. 
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G. Metode Penelitian 

Meltodel pelnellitian me lrupakan alat utama dalam pe lngelmbangan ilmu 

pelngeltahuan, telknologi, dan se lni. Pe lne llitian belrtujuan me lngungkapkan 

kelbelnaran se lcara sistelmatis, meltodologis, dan konsisteln. Untuk melncapai hasil 

yang optimal, meltodel yang digunakan dalam pelnellitian ini me lliputi belbelrapa 

pelndelkatan. Pelrtama, studi kelpustakaan dilakukan de lngan melngumpulkan dan 

me lnganalisis be lrbagai sumbe lr telrtulis se lpe lrti buku, jurnal, undang-undang, dan 

dokume ln hukum yang relle lvan. Pelndelkatan ini belrtujuan me lmpe lrole lh landasan 

telori dan melmahami pelrke lmbangan hukum selrta kajian selbellumnya telrkait topik 

pelnellitian.  

Ke ldua, studi kasus digunakan untuk melnganalisis selcara melndalam suatu 

kasus konkrelt, selpelrti putusan pe lngadilan melnge lnai se lngkelta RUPS, guna 

me lmahami kontelks dan implikasi hukum yang telrjadi. Sellanjutnya, analisis 

kualitatif ditelrapkan untuk me lnggali data selcara delskriptif dan inte lrpreltatif, 

me lnellaah norma, prinsip, selrta konselkuelnsi hukum dari dokumeln dan informasi 

yang dipelrole lh. Telrakhir, pelnde lkatan normatif yuridis digunakan delngan 

me lnellaah pelraturan pelrundang-undangan, doktrin hukum, se lrta pelndapat para 

ahli untuk melnilai ke lse lsuaian praktik hukum de lngan ke ltelntuan yang belrlaku dan 

me lmbelrikan relkome lndasi yang telpat. Mellalui kombinasi me ltodel ini, pe lnellitian 

dapat me lnghasilkan telmuan yang valid, komprelhe lnsif, dan aplikatif dalam 

kontelks hukum pelrusahaan. Adapun untuk melndapatkan hasil selmaksimal 

mungkin, maka meltodel yang digunakan dalam pelne llitian ini telrdiri dari: 
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1. Jenis Penelitian 

Jelnis pe lnellitian ini adalah pe lne llitian hukum normatif. yaitu pe lne llitian 

yang dilakukan delngan me lne llaah bahan hukum prime lr, selkunde lr, dan telrsie lr, 

selrta melngkaji norma-norma hukum yang belrkaitan delngan pellaksanaan Rapat 

Umum Pe lmelgang Saham (RUPS) be lrdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telntang Cipta Ke lrja. 

Pelndelkatan yang digunakan adalah pe lnde lkatan pelrundang-undangan dan 

pelndelkatan kasus (case l approach). 
23

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat pelne llitian ini adalah de lskriptif analitis. Pelnellitian delskriptif belrtujuan 

untuk me lnggambarkan se lcara melnye lluruh suatu felnome lna atau pelristiwa 

be lrdasarkan data yang akurat dan faktual. Pelnellitian ini dilakukan se lcara 

sistelmatis agar hasil yang dipelrolelh dapat melncelrminkan kondisi yang 

selbe lnarnya. Dalam kontelks ini, pe lne llitian tidak hanya me lnggambarkan 

bagaimana suatu pelristiwa telrjadi, teltapi juga be lrusaha me lnjellaskan struktur, 

pola, dan hubungan antar unsur yang telrlibat. Sellain itu, pelndelkatan analitis 

digunakan untuk melngurai data yang tellah dipe lrole lh dan me lmbe lrikan pe lnilaian 

hukum selcara me lndalam telrhadap pelrsoalan yang dite lliti. De lngan 

me lnggabungkan ke ldua pelnde lkatan telrse lbut, pelne llitian ini tidak hanya 

me lmbelrikan gambaran objelktif telrhadap fe lnomelna hukum yang dikaji, teltapi 

juga melnawarkan pelmahaman yang kritis telrhadap pelraturan, pelne lrapan, selrta 

dampaknya dalam praktik. Sifat pelnellitian ini adalah de lskriptif analitis. Pelnellitian 

                                                             
23 ELka N.A.M Sihombing,. Cynthia Hadita, (2022) Pelnellitian Hukum, Malang Jatim: Seltara 

Prelss, Halaman 46. 
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delskriptif adalah pelne llitian yang me lnggambarkan suatu fe lnomelna de lngan data 

yang akurat yang dite lliti selcara site lmatis.
24

 Bahwa pelnellitian de lskriptif ini juga 

me lnganalisis dalam be lrkelinginan melmbe lrikan gambaran atau pelmaparan atas 

subje lk dan obje lk pe lne llitian se lbagaimana hasil pe lne llitian yang dilakukan. 

Pelnelltian ini tidak me llakukan justifikasi telrhadap hasil pe lnellitian telrselbut.
25

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pelnellitian ini melnggunakan be lbe lrapa pelnde lkatan, yaitu: 

a. Pelndelkatan Pelrundang-undangan (Statutel Approach): Melnellaah pelraturan 

pelrundang-undangan yang relle lvan, telrutama UUPT (UU No. 40 Tahun 

2007), UU Cipta Kelrja (UU No. 11 Tahun 2020), selrta pelraturan 

pellaksana telrkait selpelrti Pelraturan OJK dan keltelntuan dalam Anggaran 

Dasar Pelrselroan. 

b. Pelndelkatan Kasus (Case l Approach): Me lnganalisis Putusan Pelngadilan 

Nelge lri Banda Ace lh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna selbagai studi kasus untuk 

me llihat pelnelrapan norma hukum dalam praktik. 

4. Sumber Data Penelitian 

a. Data yang belrsumbe lr dari Hukum Islam, yaitu: Al-Quran. Dalam 

Pelnellitian ini, data yang digunakan melrunjuk pada: QS. Al-Huud Ayat 85.  

b. Data selkundelr, yaitu: data yang dipelrole lh dari bahan kelpustakaan atau 

litelratur yang me lmiliki kaitan delngan objelk pelne llitian. Data se lkunde lr 

yang digunakan dalam pe lne llitian ini telrdiri dari:  

                                                             
24 Syafrida Hafni Sahir, 2021, Meltodologi Pelnellitian,Bantul-Jogjakarta: Kbm Indonelsia. 

Halaman 6 
25 Muhaimin,2020,Meltodel Pelnellitian Hukum, Mataram-Ntb: Mataram Univelrsity 

Prelss,Halaman 105. 
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1) Bahan hukum primelr me lrupakan sumbelr utama dalam pelne llitian hukum 

ini, karelna belrisi norma-norma hukum yang me lngatur selcara langsung 

me lngelnai pellaksanaan Rapat Umum Pelme lgang Saham (RUPS) pada 

Pelrselroan Te lrbatas. Adapun bahan hukum primelr yang digunakan dalam 

pelnellitian ini me lliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang 

Pelrselroan Telrbatas (UUPT), yang melnjadi dasar utama pe lngaturan 

me lngelnai struktur, kelwelnangan, dan tata cara pelnyelle lnggaraan RUPS. 

Sellanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telntang Cipta Kelrja 

digunakan se lbagai landasan normatif dalam melnellaah pe lrubahan dan 

pelnyeldelrhanaan proseldur RUPS yang diatur dalam UUPT, telrmasuk 

pelngaturan baru melnge lnai RUPS selcara elle lktronik (el-RUPS). Sellain itu, 

Putusan Pelngadilan Ne lge lri Banda Acelh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna 

dijadikan selbagai studi kasus untuk me lnganalisis pelne lrapan ke ltelntuan 

hukum dalam praktik pellaksanaan RUPS yang diselngke ltakan. Pe lnellitian 

ini juga melnggunakan Pe lraturan Otoritas Jasa Ke luangan (OJK) Nomor 

15/POJK.04/2020 telntang Re lncana dan Pelnyelle lnggaraan RUPS 

Pelrusahaan Telrbuka se lbagai salah satu pelraturan pellaksana yang 

me lmbelrikan pe ldoman telknis bagi pe lrusahaan publik dalam me lngadakan 

RUPS selcara elfe lktif dan selsuai hukum. 

2) Bahan hukum se lkunde lr adalah bahan hukum yang melmbe lrikan pelnjellasan 

dan inte lrpreltasi telrhadap bahan hukum prime lr, selrta be lrfungsi untuk 

me lmpelrkuat analisis hukum dalam pe lne llitian ini. Dalam kontelks 

pelnellitian ini, bahan hukum selkundelr yang digunakan antara lain belrupa 
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buku-buku telks dan lite lratur hukum pe lrusahaan yang me lmbahas se lcara 

me lndalam melnge lnai konse lp dan prinsip hukum pelrselroan telrbatas, 

telrmasuk melkanismel pellaksanaan Rapat Umum Pelme lgang Saham 

(RUPS). Sellain itu, digunakan pula artike ll-artikell jurnal ilmiah yang 

relle lvan, khususnya yang me lngkaji topik hukum korporasi, pe llaksanaan 

RUPS, selrta pelrlindungan hukum bagi pe lmelgang saham, baik mayoritas 

maupun minoritas. Hasil-hasil pe lne llitian hukum telrdahulu yang be lrkaitan 

delngan elfelktivitas pe lngaturan RUPS dan dinamika imple lme lntasinya 

dalam praktik korporasi di Indone lsia juga melnjadi relfelre lnsi pe lnting dalam 

me lndukung kajian ini. Tak kalah pelnting, pelndapat para ahli hukum yang 

telrtuang dalam tulisan ilmiah atau makalah hukum turut digunakan untuk 

me lmbelrikan pelrspe lktif teloritis dan praktis dalam me lmahami isu hukum 

yang ditelliti. 

3) Bahan hukum telrsielr belrfungsi se lbagai bahan pe lndukung yang 

me lmpelrje llas dan me llelngkapi pe lmahaman telrhadap bahan hukum primelr 

dan selkunde lr dalam pe lne llitian ini. Bahan hukum telrsielr yang digunakan 

me lncakup kamus hukum yang melmbe lrikan delfinisi dan pelnje llasan istilah-

istilah hukum yang relle lvan dalam kontelks pellaksanaan Rapat Umum 

Pelmelgang Saham (RUPS) dan hukum pelrse lroan telrbatas selcara umum. 

Sellain itu, elnsiklope ldia hukum juga melnjadi re lfelrelnsi untuk me lmbelrikan 

gambaran me lnyelluruh melnge lnai konselp-konse lp dasar dan pelrkelmbangan 

hukum korporasi di Indone lsia. Sellanjutnya, direlktori pelraturan dan 

putusan pe lngadilan, se lpe lrti yang telrdapat pada situs Mahkamah Agung 



24 

 

 
 

dan Badan Pelme lriksa Keluangan (BPK), digunakan untuk me llacak 

pelraturan yang be lrlaku selrta putusan-putusan pelngadilan yang rellelvan 

delngan pellaksanaan RUPS dan masalah hukum yang ditelliti. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Pelngumpulan data yang dipelrgunakan dalam pelnellitian ini dilakukan 

me llalui telknik studi kelpustakaan. Data dipelrole lh dari bahan-bahan hukum prime lr 

selpe lrti pe lraturan pelrundang-undangan, putusan pelngadilan, dan dokumeln relsmi 

yang re llelvan delngan topik pe lne llitian. Se llain itu, digunakan pula bahan hukum 

selkunde lr se lpe lrti buku telks hukum, jurnal ilmiah, artike ll, hasil pe lnellitian 

telrdahulu, selrta pelndapat para ahli hukum yang melmbe lrikan analisis dan 

inte lrpreltasi telrhadap norma hukum yang be lrlaku. Selluruh data dikumpulkan 

selcara sistelmatis, kelmudian dianalisis untuk melndukung argume lntasi hukum 

yang dibangun dalam pe lne llitian ini. Pelne llitian ini melnggunakan meltodel studi 

kelpustakaan (library relse larch) selbagai telknik utama pelngumpulan data, yang 

me lnelkankan pada pe lngumpulan dan analisis data selkunde lr dari dokumeln-

dokume ln hukum, pelraturan pe lrundang-undangan, se lrta litelratur telrkait se lcara 

sistelmatis.
26

 Studi kelpustakaan dilakukan selcara offline l mellalui kunjungan 

langsung kel toko buku dan pe lrpustakaan, baik di dalam maupun di luar kampus 

Unive lrsitas Muhammadiyah Sumatelra Utara, se lrta selcara online l me llalui 

pelncarian informasi di meldia inte lrne lt. Pelndelkatan ini se lsuai de lngan karaktelr 

                                                             
 26 Hasanah, U. (2021). Meltodologi pelnellitian hukum normatif: Pelndelkatan dan aplikasi. 

Jakarta: Rajawali Pelrs. 
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pelnellitian hukum normatif yang le lbih me lnitikbe lratkan pada pe lnellaahan dokume ln 

dan telks hukum daripada pelngumpulan data lapangan.
27

 

6. Jadwal Penelitian 

Belrikut ini adalah hal-hal pe lnting yang harus disusun dalam jadwal 

pelnellitian elmpiris yang akan dilaksanakan se lbagai belrikut:  

1. Tahap Pe lrsiapan dan Pe lndahuluan, pada tahap ini pe lnelliti mulai 

me lngumpulkan data selkunde lr sellama kurang le lbih 1 bulan. 

2. Tahap Pe lnge llolaan Data, se ltellah se lmua data selkunde lr telrkumpul maka 

akan dirancang kurang lelbih 1 bulan.  

3. Tahap Pellaksanaan, pada tahap ini pelnelliti mulai me llakukan analisis 

telrahir dari data se lkunde lr dan me lnyusun se lmua data selkunde lr yang 

telrkelmpul selcara sistelmatis se lhingga dipe lrolelh hasil pelne llitian dan 

kelsimpulan yang mudah dipahami sellama kurang lelbih 1 bulan 

4. Tahap Pe lnye lle lsaian dan Tahap Laporan, pada tahap ini pelne lliti 

me lmaparkan dan me lmbuat laporan telrtulis dalam be lntuk skripsi dari hasil 

pelnellitian yang tellah dilaksanakan, kelmudian akan dilakukan pe lngujian 

ole lh doseln pe lnguji. 

                                                             
 27 Melrtokusumo, S. (2022). Pelnellitian hukum: Dasar, meltodel, dan aplikasi. Yogyakarta: 

Pustaka Pellajar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT) 

Hukum pe lrusahaan di Indonelsia, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 Telntang Pelrselroan Te lrbatas melnge lnal prinsip-prinsip pe lngellolaan 

pelrusahaan yang baik (good corporate l govelrnancel), walaupun pe lngaturannya 

rellatif sumir, karelna bellum atau tidak dite lrapkan prinsip-prinsip telrselbut, 

misalnya prinsip pe lncatatan saham atau bukti pelmilikan maupun prin sip 

pelrole lhan informasi yang relle lvan melnge lnai pelrselroan pada waktu yang telpat, 

kelcuali pada pe lrusahaan publik masih be llum selpe lnuhnya ditelrapkan. Bagi 

pelrusahaan swasta yang belrskala me lnelngah dan kelcil yang kelbanyakan tidak 

telrcatat, bahkan jarang dilakukan pe lrtanggungjawaban direlksi pada se ltiap akhir 

tahun buku pelrse lroan atau dilakukan audit, selhingga tidak melmbe lrikan jaminan 

pelrlindungan hukum bagi para stake lholdelrs. 

Pada tanggal 16 Agustus 2007 UUPT diundangkan olelh pe lmelrintah, yaitu 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 teln tang Pelrse lroan Telrbatas 

me lnggantikan UUPT Tahun 1995 yang diundangkan tanggal 7 Mare lt 1995 untuk 

me lnggantikan KUHD dan KUH Pe lrdata. Kata “pe lrse lroan” melnunjuk ke lpada 

modal nya yang telrdiri atas selro (saham). Kata “telrbatas” me lnunjuk ke lpada 

tanggung jawab pe lme lgang saham yang tidak me llelbihi nilai nominal saham yang 

diambil bagian dan dimilikinya.  
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Hakikat Pelrselroan, di dalam undang-undang ini ditelgas kan bahwa 

Pelrselroan adalah badan hukum yang me lrupakan pelrselkutuan modal, didirikan 

be lrdasarkan pe lrjanjian, me llaku kan kelgiatan usaha delngan modal dasar yang 

selluruhnya telr bagi dalam saham, dan me lme lnuhi pelrsyaratan yang dite ltapkan 

dalam undang-undang ini selrta pelraturan pe llaksanaannya un tuk melmpe lrolelh 

layanan yang ce lpat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang Pe lrse lroan 

Telrbatas ini me lngatur tata cara:  

a) Pelngajuan pelrmohonan dan pe lmbelrian pelnge lsahan status badan hukum, 

b) Pelngajuan pelrmohonan dan pelmbe lrian pe lrseltujuan pe lrubahan anggaran 

dasar,  

c) Pelnyampaian pe lmbelritahuan dan pe lne lrimaan pelm be lritahuan pelrubahan 

anggaran dasar dan/atau pelmbe lrita huan dan pelnelrimaan pelmbelritahuan 

pelrubahan data lainnya, yang dilakukan mellalui jasa telknologi informasi 

sistelm admi nistrasi badan hukum selcara elle lktronik se llain teltap dimung 

kinkan melnggunakan sistelm manual dalam ke ladaan telrtelntu.
28

 

Pasal 160 UUPT bahwa pada saat undang undang ini mulai be lrlaku, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 telntang Pelrselroan Telrbatas (Lelmbaran 

Nelgara Re lpublik Indone lsia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Le lmbaran Nelgara 

Relpublik Indonelsia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak be lrlaku. Alasan 

                                                             
 28 Hirman,. Yuni Purwati., & Sigit Sapto Nugroho. (2017). Hukum Pelrselroan Telrbatas 

“Prinsip Good Corporatel Govelrnancel dan Doktrin Pielrcing Thel Corporatel Velil). Solo: Pustaka 

Iltizam. Hlm 11. 
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pelnggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 delngan Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2007, antara lain: 
29

 

1. Pelrelkonomian nasional harus diselle lnggarakan belrdasar asas delmokrasi 

elkonomi se lsuai delngan prinsip kelbelrsamaan, elfisie lnsi, belrke ladilan, 

be lrkellanjutan, be lrwawasan lingkungan, ke lmandirian, dan ke lsatuan 

elkonomi nasional, yang kelse lmua prinsip telrselbut pelrlu didukung ole lh 

kellelmbagaan pelre lkonomian yang kokoh dalam rangka me lwujudkan 

kelse ljahtelraan masyarakat.  

2. Dalam rangka le lbih me lningkatkan pe lmbangunan pelre lkonomian nasional 

yang selkaligus me lmbelrikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam 

me lnghadapi pelrke lmbangan pelre lkonomian di e lra globalisasi pada masa 

me lndatang, pe lrlu didukung ole lh suatu undang-undang yang me lngatur 

telntang PT yang dapat me lnjamin telrselle lnggaranya iklim dunia usaha yang 

kondusif. 

3. PT selbagai salah satu pilar pe lmbangunan pelrelkonomian nasional pe lrlu 

dibe lrikan landasan hukum untuk le lbih me lmacu pelmbangunan nasional 

yang disusun selbagai usaha be lrsama be lrdasar atas asas ke lkelluargaan.  

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang sudah tidak selsuai lagi 

delngan pe lrkelmbangan hukum dan kelbutuhan masyarakat selhingga pelrlu 

diganti delngan undang-undang yang baru. 

Undang-Undang ini me lrupakan landasan hukum utama dalam pe lngaturan 

pelrse lroan telrbatas di Indone lsia. UUPT se lcara je llas me lngatur tata kellola 

                                                             
 29 Ramlan,. Rizka Syafriana., & Delwi Kartika. (2023). Hukum Pelrselroan Pelrselkutuan 

Modal (PT). di Indonelsia. Meldan: Umsu Prelss. Hlm., 2. 
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pelrusahaan, telrmasuk organ-organ pe lrusahaan se lpelrti Dire lksi, De lwan Komisaris, 

dan Rapat Umum Pe lme lgang Saham (RUPS). Keltelntuan melnge lnai RUPS 

telrcantum dalam Pasal 75 hingga Pasal 91, yang me lncakup proseldur 

pelmanggilan, keltelntuan kuorum, pelngambilan kelputusan, se lrta kelabsahan hasil 

rapat. UUPT melne lkankan pe lntingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

selluruh pelme lgang saham dalam seltiap pe lngambilan kelputusan stratelgis.
30

 

Undang-Undang Pelrse lroan Telrbatas (UUPT) me lrupakan dasar hukum 

utama yang me lngatur tata kellola pelrse lroan telrbatas di Indone lsia. UUPT melngatur 

pelmbelntukan, struktur, me lkanisme l pe lngambilan kelputusan, selrta tanggung jawab 

organ-organ pelrusahaan se lpe lrti Direlksi, Delwan Komisaris, dan Rapat Umum 

Pelmelgang Saham (RUPS). Delngan ke ltelntuan yang ada, UUPT melne lgaskan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif pe lmelgang saham dalam 

pelngellolaan pelrusahaan agar telrcipta tata kellola yang se lhat dan be lrkellanjutan. 

Undang-Undang Cipta Ke lrja hadir se lbagai relgulasi yang belrtujuan 

me lnyeldelrhanakan be lrbagai aturan dan proseldur di bidang keltelnagake lrjaan, 

inve lstasi, dan pelrizinan usaha, telrmasuk pe lnge llolaan pelrse lroan telrbatas. UU 

Cipta Ke lrja be lrupaya melnciptakan iklim inve lstasi yang lelbih e lfisieln dan kondusif 

delngan me lmangkas birokrasi dan melmpelrce lpat prosels administrasi, se lhingga 

me lndorong pelrtumbuhan elkonomi dan pelnciptaan lapangan kelrja. 

Hubungan antara UUPT dan UU Cipta Ke lrja telrlihat je llas dalam upaya 

pelnyelmpurnaan relgulasi yang me lndukung kelmudahan be lrusaha, khususnya bagi 

pelrse lroan telrbatas. Mellalui UU Cipta Kelrja, pelme lrintah me llakukan be lbelrapa 

                                                             
30 Relpublik Indonelsia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telntang Pelrselroan 

Telrbatas. Jakarta: Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2007 Nomor 106. 
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pelrubahan pe lnting yang melmpe lrkuat dan me lle lngkapi keltelntuan dalam UUPT. 

Contohnya, UU Cipta Kelrja me lmpelrmudah proseldur pelndirian pe lrse lroan telrbatas 

delngan melngurangi pelrsyaratan administratif dan me lmpe lrcelpat prosels 

pelndaftaran di Sistelm Administrasi Badan Usaha (SABU) se lcara e llelktronik. Ini 

me lnjadikan prosels pe lndirian PT me lnjadi lelbih celpat, murah, dan transparan, 

selhingga melndorong lelbih banyak pellaku usaha untuk le lgal se lcara formal. 

UU Cipta Ke lrja melngakomodasi pe lrkelmbangan telknologi de lngan 

me lmbelrikan ruang bagi pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham (RUPS) 

selcara elle lktronik atau virtual. Hal ini sangat rellelvan delngan prinsip yang diatur 

dalam UUPT me lngelnai pelntingnya partisipasi pelme lgang saham dalam 

pelngambilan kelputusan stratelgis. Pelnggunaan telknologi me lmungkinkan 

keltelrlibatan yang le lbih luas dan e lfelktif, telrutama bagi pelme lgang saham yang 

be lrada di lokasi be lrbelda, selkaligus me lnjaga akuntabilitas dan kelabsahan 

kelputusan rapat. 

 UU Cipta Ke lrja juga me lngatur melkanismel pelnyellelsaian pe lrse llisihan dan 

tanggung jawab hukum yang lelbih jellas bagi para pelnge llola pe lrusahaan. Ini 

seljalan delngan selmangat UUPT untuk melnciptakan tata kellola pe lrusahaan yang 

profelsional dan be lrtanggung jawab, selhingga mampu melmbe lrikan pelrlindungan 

hukum bagi inve lstor dan pelmelgang saham. Delngan adanya pelnye lmpurnaan 

telrselbut, UU Cipta Ke lrja turut me lndorong pelningkatan kualitas pe lngellolaan 

pelrusahaan yang belrdampak positif pada iklim usaha se lcara kelse lluruhan. 

Selcara kelse lluruhan, UU Cipta Ke lrja tidak me lnggantikan UUPT, mellainkan 

me lnjadi pe llelngkap yang melmpe lrkuat relgulasi telrkait pelrselroan telrbatas. 
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Ke lduanya belrpe lran pelnting dalam me lmbangun fondasi hukum yang kokoh bagi 

dunia usaha di Indone lsia, de lngan tujuan akhir me lnciptakan lingkungan bisnis 

yang le lbih elfisie ln, transparan, dan kompe ltitif. Delngan delmikian, intelgrasi antara 

UUPT dan UU Cipta Ke lrja me lnjadi kunci dalam melndorong pelrtumbuhan 

elkonomi nasional yang be lrkellanjutan selkaligus melningkatkan daya tarik invelstasi 

di tanah air. 

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Salah satu faktor pelnelntu yang mampu me lnjadi pelmbuka ke lse lmpatan ke lrja 

bagi masyarakat yakni me llalui invelstasi. Pelme lrintah tellah be lrupaya melndorong 

pelningkatan inve lstasi, salah satunya de lngan kelmudahan izin be lrusaha mellalui 

UU Cipta Kelrja. Salah satu tujuan omnibus law cipta kelrja adalah pe lnataan aturan 

dari daelrah hingga pusat. Belgitu banyaknya aturan melnimbulkan tumpang tindih 

yang belrpotelnsi me lnghambat pellayanan publik atau dalam kontelks UU Cipta 

Ke lrja be lgitu banyaknya aturan yang ada be lrakibat telrhambatnya laju inve lstasi 

dan pelrtumbuhan elkonomi. 

UU Cipta Kelrja ini melrupakan Omnibus Law yang telrdiri dari be lbe lrapa 

klastelr. Timbulnya pro kontra yang telrjadi di masyarakat, namun telrnyata tidak 

me lnyurutkan pelmelrintah untuk me lnge lsahkan aturan ini. Cipta Kelrja adalah 

upaya pe lnciptaan ke lrja me llalui usaha kelmudahan, pelrlindungan, dan 

pelmbelrdayaan kopelrasi dan usaha mikro, kelcil, dan melne lngah, pe lningkatan 

elkosistelm inve lstasi dan ke lmudahan be lrusaha, dan inve lstasi Pelme lrintah Pusat dan 
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pelrcelpatan proyelk stratelgis nasional. Pasal 3, Undang-Undang Cipta Ke lrja 

dibe lntuk delngan tujuan untuk:
31

  

a. Melnciptakan dan me lningkatkan lapangan kelrja delngan me lmbe lrikan 

kelmudahan, pellindungan, dan pe lmbelrdayaan telrhadap kopelrasi dan UMK-

M selrta industri dan pelrdagangan nasional selbagai upaya untuk dapat 

me lnyelrap telnaga kelrja Indone lsia yang selluas-luasnya de lngan teltap 

me lmpelrhatikan ke lse limbangan dan ke lmajuan antardaelrah dalam kelsatuan 

elkonomi nasional; 

b. Melnjamin se ltiap warga nelgara me lmpelrole lh pelkelrjaan, selrta melndapat 

imbalan dan pelrlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kelrja;  

c. Mellakukan pelnye lsuaian be lrbagai aspe lk pe lngaturan yang belrkaitan de lngan 

kelbelrpihakan, pe lnguatan, dan pe lrlindungan bagi kopelrasi dan UMK-M 

selrta industri nasional; dan  

d. Mellakukan pelnye lsuaian be lrbagai aspe lk pe lngaturan yang belrkaitan de lngan 

pelningkatan e lkosistelm invelstasi, kelmudahan dan pe lrcelpatan proye lk 

stratelgis nasional yang belrorielntasi pada kelpelntingan nasional yang 

be lrlandaskan pada ilmu pelngeltahuan dan telknologi nasional de lngan 

be lrpeldoman pada haluan ide lologi Pancasila.  

Pasal 4 Dalam rangka me lncapai tujuan se lbagaimana dimaksud dalam Pasal 

3, ruang lingkup Undang-Undang Cipta Kelrja melngatur kelbijakan stratelgis Cipta 

Ke lrja yang melliputi:  

 

                                                             
 31 Malicia ELve lndia., Adel Arif Firmansyah., Martha Riananda. (2022). Omnibus Law 

Cipta Kelrja Dalam Dimelnsi Pelnyellelnggaraan Delselntralisasi. Lampung: Pusaka Meldia. Hlm, 10. 



33 

 

 
 

a. Pelningkatan elkosistelm invelstasi dan kelgiatan be lrusaha;  

b. Ke ltelnagake lrjaan;  

c. Ke lmudahan, pellindungan, selrta pelmbe lrdayaan kopelrasi dan umk-m;  

d. Ke lmudahan belrusaha;  

e. Dukungan riselt dan inovasi;  

f. Pelngadaan tanah;  

g. Kawasan elkonomi;  

h. Invelstasi pelme lrintah pusat dan pelrcelpatan proyelk stratelgis nasional;  

i. Pellaksanaan administrasi pe lmelrintahan; dan  

j. Pelngelnaan sanksi. 

Prosels pe lnyusunan, pelmbahasan, pelnge lsahan, hingga pelne lrapan UU Cipta 

Ke lrja sarat kelpelntingan bisnis-politik. Hal ini dapat dilihat dari pe llibatan 'para 

pelmangku ke lpelntingan' saat prosels pelnyusunan naskah rancangan undang-

undang, di mana mayoritas pihak yang dilibatkan dalam prosels pe lnyusunan 

adalah para pe llaku bisnis maupun birokrat di se lktor bisnis. Di sisi lain, rancangan 

undang-undang yang kala itu seldang disusun adalah rancangan undang-undang 

yang akan be lrdampak ke lpada selluruh lapisan dan ke llompok masyarakat, tidak 

hanya pe lbisnis/pellaku usaha saja, me llainkan juga buruh, peltani, ne llayan, 

masyarakat adat, masyarakat pelsisir, kellompok pelrelmpuan dan anak, kellompok 

pelnyandang disabilitas, dan lainnya. 

Selmakin ane lh keltika prosels pe lnyusunan naskah undang-undang telrkelsan 

elksklusif, ellitis, telrtutup, dan ce lndelrung telrgelsa-gelsa. Yang nampak di kelmudian 
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hari adalah prosels le lgislasi UU Cipta Kelrja maupun aturan turunannya celndelrung 

dipaksakan. 

Adapun cacat formil dalam prosels pe lnyusunan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 telntang Cipta Ke lrja ini dapat dikatakan hampir ada di selmua tahapan, 

baik se ljak awal hingga pasca dibelrlakukannya. Seljumlah keltelntuan dalam UU 

No. 12 Tahun 2011 telntang Tata Cara Pelmbelntukan Pelraturan Pelrundang-

undangan dilabrak belgitu saja dan selolah tidak me lnjadi pe lmandu bagi prosels 

pelmbelntukan UU Cipta Kelrja.
32

 Pelrtama, UU Cipta Ke lrja dimasukkan ke l dalam 

Prioritas Le lgislasi Nasional (Prole lgnas) dan teltap dipaksakan dibahas, melskipun 

me lndapatkan pelnolakan dari belrbagai kalangan masyarakat. Padahal keltelntuan 

Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2011 tellah de lngan jellas melnye lbutkan bahwa salah 

satu pelrtimbangan suatu rancangan undang-undang helndak dimasukkan kel dalam 

Prolelgnas atau tidak adalah atas dasar “aspirasi dan kelbutuhan hukum 

masyarakat". 

Ke ldua, telrdapat belbelrapa ve lrsi naskah RUU Cipta Kelrja maupun naskah 

UU pasca pelngelsahannya. Hal ini me lnimbulkan ke lsimpangsiuran ke lbelradaan 

naskah yang pasti dan be lnar di masyarakat, dan me lmbuat masyarakat melngalami 

kelsulitan untuk me lmbe lrikan masukan, saran, dan kritik ke lpada Pelme lrintah. 

Pelristiwa yang melnghambat partisipasi warga dalam prosels pe lngundangan suatu 

aturan undang-undang ini telntunya be lrtelntangan delngan keltelntuan Pasal 88 ayat 

(1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011. 

                                                             
32 Citra Relfelrandum M., Muhammad Rasyid Ridha S., Muhammad Fadhil Alfathan 

Nazwar ., Relyhan Relzki Nata., Muhamad Ridwan Helrdika., Abdan Ramadhani Widin Florelstu., 
Safaraldy Raelnanda D. Widodo., Rahmi Amellia., Mellki Seldelk Huang. (2022). Uu Cipta Kelrja & 
Aturan Pellaksananya: Upaya Pelrampasan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah & Hak-Hak Pelkelrja. 
Belkasi: Lelmbaga Bantuan Hukum Jakarta. Hlm, 20. 
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Pasca pelnge lsahan ditelmukan fakta jika telrnyata ada be lbelrapa naskah final 

RUU Cipta Ke lrja yang sudah dikeltuk palu, tidak hanya satu draf. Be lrdasarkan 

informasi dan be lrita yang belre ldar, seltidaknya telrdapat lima naskah yang belre ldar 

sampai naskah RUU Cipta Ke lrja diundangkan melnjadi UU No. 11 Tahun 2020 

telntang Cipta Ke lrja. Bahkan, para anggota lelgislatif DPR RI saat itu juga se lmpat 

me lmpelrtanyakan dan tidak me lngeltahui ke lbe lradaan naskah final RUU Cipta 

Ke lrja yang asli. Se liring delngan kelsimpangsiuran me lnge lnai naskah RUU yang 

final, telrnyata ditelmukan fakta juga bahwa ada pelrubahan dari selgi substansi di 

dalam draf naskah final RUU Cipta Kelrja. Hal ini me lrupakan tindakan me llawan 

hukum baik selcara formil maupun matelril dalam pe lnyusunan pelraturan 

pelrundang- undangan yang sudah disahkan. 

Ke ltiga, prosels pe lnyusunan UU Cipta Kelrja tidak me lme lnuhi syarat 

“partisipatif", di mana kellompok masyarakat yang belrke lpelntingan tidak 

dilibatkan selcara pe lnuh untuk melmbe lrikan saran, kritik, maupun masukan. Hal 

ini be lrtelntangan de lngan ke ltelntuan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Alih-alih 

me lnelrima saran-kritik dan melmpe lrbaiki substansi-substansi norma dalam pasal-

pasal draf  UU Cipta Ke lrja, Pe lmelrintah malah me lngambil langkah re lspon 

relprelsif telrhadap warga-warga sipil yang dituding be lrbelda de lngan Pelmelrintah.
33

 

Ke le lmpat, pelmbuatan undang-undang delngan me ltodel omnibus tidak dikelnal 

sama selkali dan tidak ada proseldur dan batasan yang jellas dalam ke ltelntuan UU 

No. 12 Tahun 2011 telntang Tata Cara Pelmbelntukan Pelraturan Pelrundang-

undangan. Akibatnya pelnelrapan me ltodel ini melnjadikan prosels pe lngundangan 

                                                             
33 Ibid. 
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UU Cipta Kelrja celndelrung ugal-ugalan dan me lnjadi bola liar, di mana UU Cipta 

Ke lrja melre lvisi ke ltelntuan-keltelntuan krusial di belrbagai aturan undang-undang 

yang justru melnurunkan de lrajat kualitas undang- undang yang direlvisinya 

telrselbut. Ke ltiadaan aturan khusus yang spelsifik dan de ltail melngelnai tata cara 

pelmbelntukan lelwat meltodel omnibus juga me lnjadikan prosels pe lnyusunan UU 

Cipta Ke lrja ini sarat akan potelnsi maladministrasi pelnyusunan undang-undang. 

Dalam putusannya, MK tidak langsung me lmbatalkan UU Cipta Ke lrja, 

teltapi melmbe lri kelselmpatan kelpada pelme lrintah dan DPR untuk me lmpelrbaiki 

prosels pelmbe lntukannya dalam jangka waktu 2 tahun se ljak putusan dibacakan. 

Sellama masa pe lrbaikan telrselbut, UU No. 11 Tahun 2020 teltap belrlaku, namun 

tidak bolelh me lne lrbitkan ke lbijakan stratelgis baru yang belrdampak luas atau 

be lrsifat vital, dan tidak bole lh me lngubah keltelntuan yang ada selcara substantif. 

Selbagai tindak lanjut atas putusan telrse lbut dan untuk me lnghindari 

kelkosongan hukum, pelme lrintah ke lmudian me lnelrbitkan Pelraturan Pe lmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang (Pelrppu) No. 2 Tahun 2022 telntang Cipta Ke lrja pada 

Delse lmbe lr 2022. Pelrppu ini dimaksudkan untuk me lngisi kelkosongan hukum 

sambil me lmpelrbaiki aspe lk formil pe lmbe lntukan undang-undang se lsuai arahan 

Mahkamah Konstitusi. Pelrppu telrselbut kelmudian disahkan ole lh DPR melnjadi 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang selcara re lsmi me lnggantikan dan 

me lncabut UU No. 11 Tahun 2020.
34

 

Pelnangguhan UU Cipta Kelrja velrsi 2020 me lrupakan bagian dari prose ls 

konstitusional yang melnghormati prinsip pelmbelntukan pe lraturan pe lrundang-

                                                             
34 Ibid. 
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undangan yang sah, transparan, dan partisipatif, se lrta me lnunjukkan relspons 

pelmelrintah telrhadap kritik publik dan uji konstitusionalitas di Mahkamah 

Konstitusi. 

UU Cipta Ke lrja me lrupakan relgulasi be lrbasis omnibus law yang me lrelvisi 

be lrbagai pelraturan, telrmasuk UUPT. Salah satu aspelk pe lnting dari pelrubahan ini 

adalah pelmbe lrian fle lksibilitas dalam pellaksanaan RUPS selcara elle lktronik (e l-

RUPS), yang selbellumnya tidak selcara e lksplisit diatur dalam UUPT. Tujuan 

utamanya adalah untuk me lnyelde lrhanakan birokrasi, melningkatkan e lfisielnsi, dan 

me lnyelsuaikan delngan elra digital.35 Pelrubahan ini me lmbawa konse lkuelnsi hukum 

telrhadap proseldur pellaksanaan RUPS dan melnimbulkan pelrtanyaan me lngelnai 

jaminan kelpastian hukum dan pelrlindungan hak pelmelgang saham, telrutama yang 

minoritas. 

UU Cipta Ke lrja, selbagai re lgulasi be lrbasis omnibus law, mellakukan relvisi 

telrhadap be lrbagai pe lraturan telrmasuk Undang-Undang Pe lrse lroan Telrbatas 

(UUPT). Salah satu pelrubahan pe lnting yang dibawa adalah pe lngaturan 

pellaksanaan Rapat Umum Pelme lgang Saham (RUPS) selcara e llelktronik atau el-

RUPS, yang selbe llumnya tidak diatur selcara elksplisit dalam UUPT. Flelksibilitas 

ini dirancang untuk me lnyeldelrhanakan prosels birokrasi dan me lningkatkan 

elfisielnsi pellaksanaan RUPS, selkaligus me lnyelsuaikan praktik tata kellola 

pelrusahaan de lngan pelrkelmbangan telknologi digital di e lra modelrn. 

EL-RUPS me lnawarkan ke lmudahan dan kelcelpatan dalam pelngambilan 

kelputusan pe lrusahaan, pe lrubahan ini juga me lnimbulkan se ljumlah tantangan 

                                                             
35 Relpublik Indonelsia. (2020). Nomor 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan 

Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi 

Undang-Undang. Jakarta: Lelmbaran Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 2020 Nomor 245. 
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hukum. Misalnya, ada kelkhawatiran telrkait delngan jaminan kelpastian hukum 

selrta pelrlindungan hak-hak pelme lgang saham, khususnya bagi pelme lgang saham 

minoritas yang mungkin kelsulitan untuk me lngawasi dan melmastikan prosels rapat 

be lrjalan adil dan transparan se lcara virtual. Hal ini me lnimbulkan pelrtanyaan 

telntang bagaimana me lkanisme l pe lngawasan dan akuntabilitas dapat dijalankan 

delngan elfe lktif dalam lingkungan digital, agar hak seltiap pelme lgang saham teltap 

telrlindungi. 

UU Cipta Ke lrja me lmbe lrikan inovasi pe lnting dalam pe llaksanaan RUPS 

me llalui telknologi digital, implelme lntasinya pe lrlu didukung de lngan relgulasi 

pellelngkap dan me lkanisme l pelngawasan yang keltat agar prinsip good corporate l 

govelrnancel teltap telrjaga. Hal ini pelnting agar el-RUPS tidak hanya me lnjadi alat 

elfisielnsi se lmata, teltapi juga me lmastikan bahwa hak selluruh pe lmelgang saham, 

telrmasuk yang minoritas, telrlindungi se lcara hukum dan prosels pe lngambilan 

kelputusan pelrusahaan teltap belrjalan selcara adil dan transparan. 

3. Pelaksanaan RUPS dan Good Corporate 

RUPS me lrupakan wadah bagi para pelme lgang saham se llaku pe lmilik 

pelrse lroan untuk me llakukan kontrol atas kelpelngurusan Dire lksi maupun telrhadap 

kelkayaan selrta kelbijakan kelpe lngurusan yang dijalankan ole lh Dire lksi.
36

. Pasal 4 

ayat (1) UUPT 2007 melnye lbutkan bahwa RUPS me lmpunyai welwe lnang yang 

tidak dibe lrikan ke lpada Dire lksi maupun De lwan Komisaris/ Komisaris, se lbatas 

yang dite lntukan dalam undang-undang ini dan/ atau AD pelrse lroan. Ini belrarti 

sellain ke lwelnangan Dire lksi maupun Komisaris melnjadi kelwe lnangan RUPS. Hal 

                                                             
 36 M Yahya Harahap, (2016). Hukum Pelrselroan Telrbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 

Celt.kelelnam, 2016, h. 306 
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ini bukan belrarti bahwa RUPS melrupakan organ telrtinggi dalam pe lrselroan, 

karelna keltiga organ pelrse lroan keldudukannya se ljajar artinya masing-masing organ 

me lmpunyai ke lwe lnangan se lsuai de lngan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki. 

Rapat Umum Pe lme lgang Saham melliputi Rapat Umum Pelme lgang Saham 

Tahunan dan Rapat Umum Pelme lgang Saham lainnya..RUPS tahunan, dilakukan 

paling lambat 6 ( elnam ) bulan se ltellah tahun buku belrakhir, dan harus diajukan 

selmua dokume ln dari laporan tahunan pelrse lroan. Dalam RUPS tahunan, se lluruh 

dokume ln laporan tahunan pelrusahaan wajib disampaikan se lkurang-kurangnya :
37

  

1. Laporan keluangan, me lliputi: ne lraca tahun buku telrakhir, laporan laba 

rugi tahun buku yang belrsangkutan, tabell arus kas, laporan pelrubahan 

elkuitas, selrta catatan atas laporan keluangan; 

2. Laporan kelgiatan pelrusahaan;  

3. Laporan pellaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;  

4. Rincian masalah yang timbul dalam tahun buku yang me lmpelngaruhi 

kelgiatan usaha pelrusahaan;  

5.  Laporan tugas pelngawasan yang dilakukan olelh De lwan Komisaris 

sellama tahun buku telrakhir;  

6. Nama anggota direlksi dan anggota delwan pelngawas;  

7. Gaji dan tunjangan anggota Dire lksi dan gaji atau honorarium dan 

tunjangan anggota Dire lksi Pelrse lroan dalam satu tahun telrakhir. 

Anggaran dasar me lrupakan ke ltelntuan telrtulis melngelnai kelkuasaan dan 

hak-hak yang dapat dilakukan ole lh pelngurus PT, dokumeln yang be lrisi aturan 

                                                             
 37 Mochammad Tanzil Multazam; Noor Fatimah Meldiawati,. & Sri Budi Purwaningsih. 

(2023). Hukum Pelrusahaan. Sidoarjo: Umsida Prelss. Hlm, 53. 
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inte lrnal dan pe lngurusan PT, se lrta melmuat aturan me lnge lnai modal, pe lnelrbitan 

saham, hak suara, direlksi, pelrole lhan saham, Rapat Umum Pe lmelgang Saham 

(RUPS), dan selbagainya. Untuk melmbuat Anggaran Dasar PT ini selndiri harus 

me llampirkan:
38

  

a. Bukti se ltoran bank se lsuai de lngan yang telrcantum dalam akta pelndirian. 

b. Bukti PNBP (Pelne lrimaan Ne lgara Bukan Pajak) untuk melmbayar be lrita 

acara ne lgara.  

c. Akta pelndirian yang asli. Pe lngajuannya se lndiri di be lrikan ke lpada Me lntelri 

Ke lmelnkumham. 

Good corporatel gove lrnancel melrupakan suatu hal yang pelnting untuk 

dirumuskan cara pe lne lrapannya di pelrusahaan, agar pe lnelrapan GCG dapat 

be lrjalan lancar harus ditelrapkan selcara celrmat belrdasarkan analisis atas situasi 

dan kondisi pe lrusahaan. Pelne lrapan GCG bukanlah suatu hal yang mudah 

dilakukan ole lh se ltiap pe lrusahaan, karelna pelnelrapan GCG di Indonelsia 

me lmbutuhkan suatu prosels yang panjang de lngan kelrjasama yang baik antara 

pelrusahaan, pelme lrintah dan masyarakat. Telrdapat belbelrapa tahapan untuk 

me lnelrapkan GCG, yaitu selbagai be lrikut.
39

 

Tahap pelrsiapan telrdiri dari tiga langkah utama, yaitu selbagai be lrikut.  

a. Awarelne lss building, yaitu langkah awal untuk me lmbangun ke lsadaran 

telrhadap pe lntingnya GCG dan komitmeln be lrsama dalam pe lnelrapannya. 

Upaya ini dapat dilakukan de lngan me lminta bantuan telnaga ahli 

inde lpelndeln dari luar pelrusahaan, be lntuk kelgiatan yang dilakukan 

                                                             
 38 Dhoni Martieln. (2023). Hukum Pelrusahaan. Delpok: PT. Rajagrafindo Pelrsada.Hlm,46. 

 39 Hassanain Haykal. (2024). Good Corporatel Govelrnancel. Dalam Praktik Pelrbankan Di 

Indonelsia. Delpok: Rajawali Pelrs. Hlm. 43. 
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pelrusahaan untuk me lmbangun kelsadaran telrhadap GCG me llalui se lminar, 

lokakarya, dan diskusi ke llompok.  

b. GCG asse lssmelnt, yaitu upaya untuk me lngukur atau melme ltakan konse lp 

GCG, me lngide lntifikasi langkah-langkah yang telpat untuk me lnelrapkan 

GCG agar elfelktif. Dalam arti lain GCG asse lssme lnt dibutuhkan untuk 

me lngidelntifikasi aspelk-aspelk apa yang pe lrlu me lndapatkan pe lrhatian 

telrle lbih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk 

me lwujudkannya. Langkah ini dipelrlukan untuk melmastikan titik awal 

le lvell pelne lrapan GCG dan untuk melngide lntifikasi langkah-langkah yang 

telpat guna me lmpelr siapkan infrastruktur dan struktur pelrusahaan yang 

kondusif bagi pe lne lrapan GCG selcara elfelktif. 

c. GCG manual building, yaitu pe lnyusunan manual delngan bantuan telnaga 

ahli yang akan dijadikan pe ldoman. Manual ini dapat dibeldakan antara 

manual untuk organ-organ pelrusahaan dan manual untuk kelse lluruhan 

anggota pelrusahaan, melncakup belrbagai aspelk selpelrti: 1) kelbijakan GCG 

Pelrusahaan; 2) peldoman GCG bagi Organ-organ Pelrusahaan; 3) peldoman 

pelrilaku; 4) audit committelel charte lr; 5) kelbijakan disklosur dan 

transparansi; 6) kelbijakan manajelme ln risiko; 7) roadmap implelmelntasi. 

Tahap imple lmelntasi yaitu me lnelrapkan GCG yang disusun pada manual 

GCG yang telrdiri dari tiga cara se lbagai be lrikut. 

a. Sosialisasi Me lmpelrke lnalkan GCG ke lpada se lluruh organ pe lrusahaan, 

upaya sosialisasi pe lrlu dilakukan de lngan suatu tim khusus yang dibelntuk 
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langsung dibawah pelngawasan dire lktur utama atau salah satu dire lktur 

yang ditunjuk se lbagai GCG Champion di pe lrusahaan. 

b. Implelme lntasi Kelgiatan yang dilakukan se ljalan delngan pe ldoman GCG, 

be lrdasarkan roadmap yang tellah disusun. Imple lmelntasi harus belrsifat top 

down approach yang me llibatkan delwan komisaris dan direlksi pe lrusahaan. 

Implelme lntasi harus juga me lncangkup analisa me lngelnai pelrubahan yang 

ditimbulkan dari imple lmelntasi GCG ini (changel managelme lnt).  

c. Intelrnalisasi Upaya untuk me lmpe lrkelnalkan GCG dalam kelse lluruhan 

prosels di dalam suatu pelrusahaan dan be lrbagai pelraturan pelrusahaan. 

Delngan upaya ini dapat dipastikan pelne lrapan GCG bukan selkadar di 

pelrmukaan atau selkadar suatu kelpatuhan yang belrsifat supe lrficial, teltapi 

be lnar-be lnar telrcelrmin dari se lluruh aktivitas pelrusahaan. 

Tahap e lvaluasi melrupakan tahap telrpelnting untuk me lninjau e lfelktivitas 

GCG ditelrapkan di dalam pelrusahaan telrse lbut dan melncari jalan ke lluar apabila 

telrjadi hambatan atau kelsalahan. Pada tahap ini, ada banyak pelrusahaan yang 

me lnawarkan jasa untuk me lnge lvaluasi suatu pelrusahaan delngan skoring. ELvaluasi 

ini ditujukan untuk dapat me lmbantu pelrusahaan me lnata kelmbali GCG di 

pelrusahaan telrselbut dan melningkatkan nilai GCG delngan maksimal. Dalam hal 

pelnilaian GCG di Indonelsia, pelnilaian telrselbut dilakukan olelh le lmbaga 

inde lpelndeln yaitu Indonelsian Institutel for Corporate l Govelrnance l (IICG). 

Pelnilaian dilakukan melnggunakan meltodel kuelsionelr delngan me lmbe lrikan skor 

selsuai hasil pe lmbobotan yang dijawab olelh pihak manaje lme ln pelrusahaan de lngan 

me lnilai aspe lk komitme ln telrhadap tata kellola pe lrusahaan, transparansi, 
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akuntabilitas, relsponsibilitas, inde lpe lndelnsi, ke ladilan, kompe ltelnsi, kelahlian, 

kompe ltelnsi, pelrnyataan misi pe lrusahaan, kelpelmimpinan, kolaborasi staf, 

be lrdasarkan skor yang didapat dari pe lnilaian aspe lk-aspe lk telrselbut dapat 

me lnelntukan tingkat prelstasi yang dicapai olelh pelrusahaan. 

Ke ldudukan dire lksi dan komisaris pada suatu pelrse lroan telrbatas tidak 

dapat melnjalankan fungsinya se lbagai selbuah institusi atau badan yang mellakukan 

aktivitas usaha untuk melncari ke luntungan elkonomis se lmata, teltapi 

me lmpelrhatikan pula kelpe lntingan stakelholde lrs supaya telrlindungi hak-haknya. 

Direlksi belrke lwajiban mellaksanakan tugasnya tidak me llampui welwe lnangnya, 

selhingga dilakukan pelngawasan ole lh de lwan komisaris dan dibatasi rapat umum 

pelmelgang saham (RUPS) selbagai pe lmilik pelrselroan mellalui keltelntuan yang 

diatur dalam Undang-Undang Pelrselroan Telrbatas dan Undang-Undang telntang 

Pasar Modal untuk pelrusahaan telrbuka, dan Anggaran Dasar dari pe lrse lroan yang 

be lrsangkutan. Adanya pelrlindungan telrhadap hak-hak pelme lgang saham, 

pelrsamaan pe lrlakuan pelmelgang saham, dan fungsi de lwan komisaris pelrusahaan 

selrta pelranan stake lholdelrs kare lna lelmahnya pe lnelrapan pelngellolaan pe lrusahaan 

yang baik di Indone lsia be lrkelnaan delngan pelne lgakan hukum (law elnforcelmelnt).
40

 

Rapat Umum Pe lmelgang Saham (RUPS) melrupakan salah satu organ di 

dalam Pe lrse lroan Telrbatas yang dapat dikatelgorikan melmiliki ke listimelwaan, 

karelna RUPS me lmiliki ke lwe lnangan tanpa dapat dilimpahkan ke lpada Direlksi 

maupun De lwan Komisaris di dalam suatu batasan yang tellah ditelntukan dalam 

Undang-Undang Pelrsse lroan Telrbatas, selrta anggaran dasar Pelrusahaan. RUPS di 

                                                             
 40 Hirman., Yuji Purwati., & Sigit Sapto Nugroho. (2017). Hukum Pelrselroan Telrbatas 

(Prinsip Good Corporatel Govelrnancel dan Doktrin Pelarcing Thel Corporatel Velil). Solo: Pelrum 

Gumpang Baru.Hlm, 9. 
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dalam hukum, dipandang se lbagai pelngambil kelputusan-kelputusan melnyangkut 

selgala aspelk pelrse lroan itu selndiri sellama mampu be lrjalan be lrdampingan de lngan 

pelraturan pelrundang undangan yang ada.
41

 Selhubungan de lngan ke lwe lnangan 

elksklusif yang dimiliki olelh RUPS, maka dapat dikatakan bahwa RUPS 

me lmpunyai ke lkuasaan telrtinggi di dalam tubuh pelrselroan.
42

 

Melnurut Yuwono pellaksanaan RUPS melrupakan salah satu pilar utama 

dalam praktik good corporatel govelrnancel karelna me lnjadi forum pelngambilan 

kelputusan telrtinggi dalam struktur pelrusahaan. Kelbe lradaan RUPS yang 

transparan dan akuntabe ll sangat pelnting untuk me lnjamin ke ladilan bagi se lluruh 

pelmelgang saham, telrmasuk yang minoritas. Keltidakselsuaian proseldur 

pellaksanaan RUPS dapat melmicu konflik intelrnal dan bahkan me lnimbulkan 

selngke lta hukum.
43

 

Transparansi dalam pellaksanaan RUPS belrarti bahwa selluruh informasi 

telrkait agelnda rapat, kelputusan yang akan diambil, selrta prosels pelmungutan suara 

harus disampaikan se lcara telrbuka dan jellas ke lpada se lmua pelme lgang saham. 

Akuntabilitas belrarti bahwa se ltiap ke lputusan yang dihasilkan RUPS harus dapat 

dipe lrtanggungjawabkan dan se lsuai de lngan kelpelntingan pe lrusahaan se lrta 

pelmelgang saham se lcara umum. Ke lduanya sangat pelnting untuk me lnciptakan 

kelpelrcayaan antara pelmelgang saham dan pelngellola pe lrusahaan, se lrta me lnjaga 

inte lgritas prosels tata kellola pelrusahaan. 

                                                             
41 Adrian Suteldi, (2015). Buku Pintar Hukum Pelrselroan Telrbatas. Raih Asa Suksels.Hlm, 

96. 
42 Ikhyari Fatuti Nurudin, Agus Nurudin. (2022). Kelpastian Hukum Pada RUPS yang 

Dilakukan Mellalui Videlo Confelrelncel Sellama Masa Pandelmi. Notarius, Volumel 15 Nomor 2 

(2022) 
43 Yuwono, D. (2015). Pelrkelmbangan Kelwe lnangan Rapat Umum Pelmelgang Saham 

(RUPS) Pelrselroan Telrbatas di Indonelsia. Notarius, 8(2), 123–135. 
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Apabila proseldur pe llaksanaan RUPS tidak se lsuai delngan ke ltelntuan hukum 

dan prinsip good corporatel gove lrnancel, misalnya telrdapat manipulasi 

pelmanggilan rapat, kurangnya ke ltelrbukaan informasi, atau pelngambilan 

kelputusan yang tidak me llibatkan se lluruh pelme lgang saham, hal ini dapat 

me lnimbulkan konflik intelrnal. Konflik telrselbut biasanya muncul dari 

keltidakpuasan pelme lgang saham minoritas yang melrasa haknya diabaikan. 

Konflik intelrnal ini bukan hanya me lngganggu kellancaran opelrasional pelrusahaan, 

teltapi juga dapat be lrelskalasi me lnjadi selngke lta hukum yang me lmakan waktu dan 

biaya, selrta melrusak relputasi pelrusahaan di mata inve lstor dan publik.
44

 

Pellaksanaan RUPS yang selsuai proseldur dan belrpe lgang pada prinsip 

transparansi dan akuntabilitas tidak hanya me llindungi hak-hak pelme lgang saham 

teltapi juga melnjadi fondasi pelnting dalam me lnjaga stabilitas dan kelbelrlanjutan 

pelrusahaan. Hal ini seljalan delngan tujuan good corporate l gove lrnancel yang ingin 

me lnciptakan pe lnge llolaan pe lrusahaan yang selhat, belreltika, dan be lrtanggung 

jawab de lmi ke lse ljahtelraan selmua pe lmangku kelpelntingan. Jadi, me lmastikan 

RUPS be lrjalan de lngan baik adalah salah satu langkah stratelgis yang harus 

dipe lrhatikan ole lh seltiap pelrselroan telrbatas dalam me lnjalankan usahanya. 

4. Implikasi e-RUPS Terhadap Efektivitas dan Legalitas Keputusan 

Harry me lne lliti pellaksanaan RUPS selcara daring dan me lnyimpulkan 

bahwa me lskipun EL-RUPS me lmbelrikan elfisie lnsi administratif, namun 

pellaksanaannya teltap harus melmatuhi ke ltelntuan Pasal 79, Pasal 86, Pasal 88, dan 

Pasal 89 UUPT melnge lnai pelmanggilan, kuorum, dan tata cara rapat. Tanpa 
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kelpatuhan telrhadap ke ltelntuan telrse lbut, kelputusan yang diambil me llalui e l-RUPS 

dapat dianggap tidak sah dan be lrpotelnsi dise lngkeltakan.
45

  

Pelngambilan ke lputusan (de lsicion making) adalah me llakukan pelnilaian 

dan melnjatuhkan selbuah pilihan. Kelputusan ini diambil se ltellah me llalui be lbe lrapa 

pelrhitungan dan pelrtimbangan-pelrtimbangan dari be lbelrapa alte lrnatif. Selbe llum 

pilihan dijatuhkan atau pilihan diputuskan, ada be lbelrapa tahap yang mungkin 

akan dilalui olelh pelmbuat kelputusan. Tahapan telrselbut telrselbut bisa saja melliputi 

ide lntifikasi masalah utama, melnyusun altelrnatif yang akan dipilih dan sampai 

pada pelngambilan ke lputusan yang telrbaik.
46

 

Maksud dari pe lngambilan ke lputusan adalah untuk melnghasilkan suatu 

pilihan atau tindakan yang paling telpat dalam me lnghadapi suatu masalah atau 

situasi telrtelntu. Prosels ini dilakukan selcara sadar dan telrelncana delngan tujuan 

agar kelputusan yang diambil tidak selkadar be lrdasarkan intuisi atau kelbeltulan, 

teltapi me llalui pe lrtimbangan yang logis dan belrdasarkan data selrta informasi yang 

relle lvan. Pelngambilan kelputusan belrtujuan untuk me lngidelntifikasi solusi telrbaik 

yang mampu me lnye llelsaikan masalah selcara elfelktif dan me lmbawa manfaat 

selbe lsar mungkin bagi individu atau organisasi. 

Sellain itu, maksud pe lngambilan ke lputusan juga untuk melngurangi risiko 

kelsalahan yang dapat telrjadi jika kelputusan dibuat tanpa analisis yang cukup. 

Delngan mellalui tahapan yang sistelmatis, selpelrti me lngidelntifikasi masalah, 

me lnyusun altelrnatif, me lnilai konselkue lnsi se ltiap alte lrnatif, dan akhirnya me lmilih 

                                                             
45 Harry & Ariawan. (2022). Analisis Kelabsahan dan ELfelktivitas Hukum Pellaksanaan 

Rapat Umum Pelmelgang Saham (RUPS) Pelrselroan Telrbatas yang Dilakukan Selcara Daring 

(Onlinel). Adigama: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(2), 89–102. 

 46 Haudi. (2021). Telknik Pelngambilan Kelputusan. Tanggelrang: CV Insan Celndelkia 
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opsi telrbaik, pelngambilan kelputusan melmbantu melminimalkan kelmungkinan 

dampak nelgatif atau ke lrugian yang mungkin timbul. Hal ini sangat pelnting 

telrutama dalam lingkungan yang komple lks dan dinamis, di mana konse lkuelnsi 

dari selbuah kelputusan bisa be lrdampak luas dan jangka panjang. 

Pelngambilan kelputusan juga dimaksudkan untuk melningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi dalam prosels melmilih suatu tindakan. Delngan 

me lngikuti proseldur yang jellas, se lmua pihak yang telrlibat dapat me lmahami alasan 

di balik kelputusan telrselbut, selhingga me lningkatkan ke lpelrcayaan dan dukungan 

telrhadap ke lputusan yang diambil. Dalam kontelks organisasi, hal ini juga 

me lndorong telrciptanya budaya pelnge llolaan yang baik, di mana ke lputusan 

diambil be lrdasarkan analisis obje lktif dan bukan selkadar ke lpe lntingan pribadi atau 

telkanan elkstelrnal. 

Pelngambilan ke lputusan adalah untuk melmastikan bahwa se ltiap tindakan 

yang diambil adalah hasil dari prosels be lrpikir yang matang, melmpe lrtimbangkan 

be lrbagai alte lrnatif, dan me lnilai dampak selrta manfaatnya se lcara me lnyelluruh. 

Delngan be lgitu, kelputusan yang dihasilkan akan le lbih elfe lktif, elfisie ln, dan mampu 

me lmbawa organisasi atau individu melnuju pelncapaian tujuan yang diinginkan 

selcara optimal. Pe lngambilan ke lputusan yang baik juga melnjadi fondasi pe lnting 

dalam ke lbe lrhasilan manaje lmeln, pe lngelmbangan organisasi, dan pelncapaian 

kelse ljahtelraan selcara umum.
47
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5. Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata 

Ke lputusan hakim adalah pelrnyataan yang diucapkan ole lh hakim, selorang 

peljabat ne lgara yang melmiliki welwe lnang untuk itu, dalam selbuah pe lrsidangan 

delngan tujuan melngakhiri atau melnye lle lsaikan suatu kasus atau pelrse llisihan 

antara pihak-pihak yang telrlibat.
48

 Kelputusan hakim harus diumumkan dalam 

sidang yang dapat dihadiri ole lh masyarakat umum. Kelputusan yang diucapkan 

harus selsuai de lngan yang telrtulis dalam se lbuah dokume ln relsmi, yang juga 

diselbut selbagai akta otelntik. 

Ke lputusan hakim adalah tindakan e lksprelsi ole lh hakim, yang melrupakan 

selorang peljabat nelgara delngan kelwe lnangan yang relle lvan, yang diucapkan se llama 

pelrsidangan de lngan tujuan melngakhiri atau me lnye llelsaikan suatu pelrkar atau 

selngke lta antara pihak-pihak yang telrlibat. Kelputusan hakim harus diungkapkan 

dalam pe lrsidangan yang telrbuka untuk umum. Ke lputusan hakim yang diucapkan 

harus selsuai de lngan yang telrdokume lntasikan dalam belntuk telrtulis, yang 

me lmiliki status akta otelntik.
49

 

Ke lputusan dari selgi sifatnya dapat dibagi me lnjadi dua katelgori, yaitu 

kelputusan akhir dan bukan ke lputusan akhir (dikelnal juga se lbagai kelputusan se lla, 

selsuai delngan Pasal 196 Ayat (1) RBg dan Pasal 185 Ayat (1) HIR. Kelputusan 

sella yang dibe lrlakukan selbe llum ke lputusan akhir belrtujuan untuk me lmfasilitasi 

atau melnye lde lrhanakan prosels pelme lriksaan pelrkara. Dalam hukum acara pelrdata, 

telrdapat belbe lrapa je lnis ke lputusan se lla, selpelrti kelputusan pe lrsiapan, kelputusan 

                                                             
 48 ELndang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Pelrdata di Indonelsia:  

Pelrmasalahan ELkselkusi dan Meldiasi (Yogyakarta: Delelpublish, 2020), hlm. 51–52. 
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inside lntil, dan kelputusan provisional. Ke lputusan akhir adalah ke lputusan yang 

me lngakhiri pelrkara pe lrdata pada tingkat pelmelriksaan telrtelntu. Dilihat dari sifat 

diktum atau amarnya, kelputusan dapat diklasifikasikan se lbagai belrikut: 

1. Ke lputusan de lklaratif.  

Ke lputusan delklaratif adalah ke lputusan yang diktum atau amarnya 

me lnyatakan se lsuatu (contohnya: melngabulkan gugatan pelnggugat) atau 

me lngakui suatu keladaan se lbagai sah (misalnya: me lnyatakan ke lpelmilikan 

tanah yang se ldang diselngkeltakan adalah milik pe lnggugat).  

2. Ke lputusan konstitutif.  

Ke lputusan konstitutif adalah ke lputusan yang diktum atau amarnya 

me lncabut suatu status hukum atau melnciptakan status hukum baru. 

Misalnya, me lnyatakan pe lrce lraian antara pelnggugat dan telrgugat, selhingga 

pelrkawinan dianggap be lrakhir.  

3. Ke lputusan konvelnsional. Ke lputusan konvelnsional adalah ke lputusan yang 

diktum atau amarnya belrisi pe lnghukuman. Contohnya, me lnghukum 

telrgugat untuk melmbayar utang kelpada pelnggugat seljumlah Rp. 

100.000.000,-.  

Dilihat dari se lgi ke lhadiran pihak, putusan hakim telrdiri dari:
50

  

1. Putusan Gugatan Gugur: Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv melnyatakan 

bahwa jika pe lnggugat me lninggal dunia, gugatan tidak dilanjutkan dalam 

jangka waktu yang ditelntukan, atau gugatan dihelntikan ole lh pe lngadilan 

atas pelrmintaan salah satu pihak atau alasan telrtelntu. Gugatan dapat 
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dianggap gugur atau batal dalam situasi-situasi telrtelntu yang diatur ole lh 

hukum acara pe lrdata. Hal ini belrarti bahwa pe lrkara tidak akan dilanjutkan 

atau dise llelsaikan ole lh pe lngadilan kare lna gugatan telrse lbut tidak dapat 

be lrlanjut atau ditelrima lagi belrdasarkan hukum.  

2. Putusan Ve lrstelk: dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang 

me lrupakan kelbalikan dari putusan gugatan gugur. Putusan ini me lne lntukan 

bahwa telrgugat tidak datang pada hari pelrsidangan yang dite lntukan, atau 

tidak me lnyuruh wakilnya untuk hadir padahal tellah dipanggil selcara patut. 

Inti dari putusan velrstelk adalah bahwa pihak yang tidak hadir dalam 

pelrsidangan atau tidak me lmbelrikan tanggapan biasanya dianggap seltuju 

delngan klaim yang diajukan ole lh pihak pelnggugat, kelcuali jika klaim 

telrselbut telrbukti tidak be lrdasar atau me llanggar hukum. Putusan ve lrstelk 

adalah salah satu cara untuk melmastikan bahwa pelrkara dapat telrus 

be lrlanjut melskipun salah satu pihak tidak melnghadiri pe lrsidangan.  

3. Putusan Contradictoir: be lntuk putusan ini dibagi me lnjadi dua hal, yaitu  

a. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir;  

b. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. 

Dalam kontelks pelrkara pe lrdata, telrdapat tiga aspelk kelkuatan dalam putusan 

pelngadilan, yakni sifat me lngikat, sifat pelmbuktian, dan sifat elkselkutorial.
51

 

1. Ke lkuatan me lngikat Yang harus me lmatuhi putusan pe lngadilan adalah para 

pihak yang telrlibat dalam kasus telrselbut, selrta para ahli waris dari pihak-
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pihak telrse lbut dan pihak-pihak yang me lndapat hak dari para pihak 

telrselbut. 

2. Ke lkuatan pelmbuktian Sifat pelmbuktian putusan pelngadilan melnje llaskan 

bahwa putusan ini melmiliki ke lkuatan se lbagai akta otelntik. Artinya, 

putusan ini me lme lnuhi krite lria selbagai dokumeln relsmi yang dibuat selcara 

telrtulis ole lh pe ljabat yang be lrwelnang, ditandatangani, dan ditujukan untuk 

kelpelrluan pelmbuktian.  

3. Ke lkuatan elkse lkutorial Sifat elkselkutorial dari putusan pelngadilan 

me lngindikasikan bahwa putusan telrselbut dapat ditelrapkan selcara paksa 

jika pihak yang telrkait tidak me lnjalankannya delngan sukarella. Pelrlu 

dicatat bahwa tidak se lmua putusan pelngadilan dapat ditelrapkan se lcara 

paksa; hal ini be lrlaku khusus untuk putusan pelngadilan yang be lrsifat 

condelmnatoir. 

Hukum acara pelrdata adalah cabang hukum yang melngatur tata cara 

pelnyelle lsaian se lngke lta di dalam pe lradilan. Dalam kontelks ini, pe lrbandingan 

antara Pelngadilan Niaga dan Pe lngadilan Hubungan Industrial melnjadi relle lvan 

karelna ke lduanya me lrupakan lelmbaga pelradilan yang me lmiliki pelran pe lnting 

dalam me lnyelle lsaikan se lngkelta di bidang hukum pelrdata, telrutama yang be lrkaitan 

delngan bisnis dan hubungan industrial. Pelngadilan Niaga adalah le lmbaga 

pelradilan yang melngkhususkan diri dalam pe lnye llelsaian selngke lta bisnis dan 

pelrdagangan.
52

 Pelngadilan Niaga di Indonelsia didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 telntang Ke lkuasaan Kelhakiman dan Undang-Undang 
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Nomor 4 Tahun 2004 telntang Kelkuasaan Kelhakiman, yang melmbe lrikan dasar 

hukum bagi pe lmbelntukan pe lngadilan khusus se lpe lrti Pelngadilan Niaga.  

Pelngadilan Niaga melmiliki yurisdiksi khusus dalam me lnangani pelrkara 

pelrdata yang belrkaitan delngan bisnis dan pelrdagangan. Yurisdiksi ini me lncakup 

selngke lta antara pelrusahaan, krelditur, delbitor, dan pihak-pihak lain yang telrlibat 

dalam transaksi bisnis. Kompe ltelnsi pe lngadilan ini me lncakup selluruh aspe lk 

hukum pelrdata, baik yang belrsifat umum maupun yang telrkait delngan relgulasi 

bisnis. Ruang lingkupnya melliputi pe lrkara pelrdata yang timbul dalam hubungan 

bisnis, telrmasuk selngke lta antara pelrusahaan, krelditur, delbitor, dan selbagainya. 

Fungsi utama Pelngadilan Niaga adalah me lnyeldiakan forum khusus untuk 

pelnyelle lsaian se lngke lta pelrdata bisnis. Ini me lncakup be lrbagai kasus, selpelrti 

gugatan pelrdata, selngke lta kelpailitan, relstrukturisasi utang, dan pelrkara-pelrkara 

lain yang timbul dalam kontelks bisnis.
53

 Ke lbelradaan Pe lngadilan Niaga me lnjadi 

kunci pelnting dalam me lnjamin ke lpastian hukum di se lktor bisnis.  

Pelngadilan Niaga melmiliki pe lran pelnting dalam pe lngawasan prosels 

kelpailitan dan relstrukturisasi utang. Ke ltika suatu pelrusahaan me lnghadapi 

kelsulitan keluangan dan dinyatakan pailit, pelngadilan ini be lrtanggung jawab untuk 

me lmastikan bahwa prosels relstrukturisasi utang dilakukan de lngan adil dan selsuai 

delngan keltelntuan hukum yang belrlaku.  

Pelngadilan Niaga juga melndorong altelrnatif pe lnyellelsaian se lngke lta selpelrti 

me ldiasi dan arbitrase l. Hal ini seljalan delngan prinsip kelelfe lktifan dan ke lce lpatan 

pelnyelle lsaian se lngke lta, yang me lnjadi kelbutuhan krusial dalam kontelks bisnis 
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yang dinamis. Pe lngadilan Niaga be lrfokus pada pelnye llelsaian se lngkelta yang 

me llibatkan aspe lk pelrdata, selpelrti gugatan pelrdata, kelpailitan, dan se lngke lta 

pelrusahaan.  

Prosels pe lradilan di Pe lngadilan Niaga dimulai de lngan pihak yang me lrasa 

dirugikan (pelnggugat) me lngajukan gugatan pelrdata kel pelngadilan. Gugatan ini 

harus melme lnuhi pe lrsyaratanpe lrsyaratan telrtelntu yang diatur dalam Hukum Acara 

Pelrdata, dan be lrisi klaim dan bukti yang me lndukung tuntutan pe lnggugat. Seltellah 

gugatan diajukan, pelngadilan akan melnjadwalkan sidang untuk melngadili pe lrkara 

telrselbut. Sidang di Pe lngadilan Niaga didukung olelh hakim-hakim yang me lmiliki 

kelahlian dalam bidang hukum pe lrdata dan bisnis. Sellama sidang, pihak-pihak 

yang be lrse lngkelta melmiliki kelse lmpatan untuk me lnyampaikan argumeln, 

me lmbelrikan bukti, dan melrinci klaim me lrelka. Seltellah melnde lngarkan se lmua 

argumeln dan bukti dari pihakpihak yang be lrse lngkelta, pelngadilan akan 

me lngelluarkan putusan. 
54

 

Putusan telrselbut be lrsifat final dan me lngikat para pihak yang telrlibat dalam 

selngke lta. Dalam kasus kelpailitan, putusan pe lngadilan dapat me lncakup relncana 

relstrukturisasi utang atau tata cara likuidasi. Seltellah dikelluarkan, putusan 

pelngadilan harus dilaksanakan olelh pihak yang kalah dalam selngke lta. Prosels 

pellaksanaan putusan ini dapat me llibatkan elkselkusi telrhadap barang be lrgelrak atau 

tidak be lrgelrak, dan pelngadilan me lmiliki pelran dalam me lmastikan bahwa 

pellaksanaan putusan dilakukan selsuai de lngan keltelntuan hukum yang belrlaku. 
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Pelngadilan Niaga me lmiliki pelran stratelgis dalam me lne lgakkan hukum 

bisnis. Mellalui putusan-putusannya, pe lngadilan ini melnciptakan prelse lde ln hukum 

yang dapat dijadikan acuan dalam pe lnye llelsaian selngke lta bisnis di masa 

me lndatang. Ke lbe lrlanjutan dan konsistelnsi dalam pelngambilan ke lputusan juga 

me lmbelrikan kelpastian hukum kelpada pellaku bisnis. 

Pada tingkat pellaksanaan, landasan hukum telrselbut diimplelme lntasikan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telntang Pelngadilan Niaga. 

Pelngadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah le lmbaga pe lradilan yang me lnangani 

selngke lta antara pelkelrja dan pe lngusaha atau antara se lrikat pelkelrja de lngan 

pelngusaha.36 PHI di Indonelsia diatur olelh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

telntang Pe lnyelle lsaian Pe lrse llisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).
55

 Landasan 

hukum ini melmbe lrikan dasar untuk pelmbe lntukan PHI selbagai le lmbaga pe lradilan 

khusus yang me lnangani selngkelta keltelnagakelrjaan. UU PPHI me lnjamin 

pelrlindungan hak-hak pelkelrja dan pelngusaha se lrta me lmbelrikan proseldur yang 

celpat, seldelrhana, dan adil dalam melnye lle lsaikan se lngkelta. 

PHI melmiliki yurisdiksi khusus yang me lncakup selngkelta yang timbul dari 

hubungan industrial, baik antara pelkelrja dan pelngusaha maupun antara selrikat 

pelkelrja de lngan pelngusaha. Ruang lingkupnya me llibatkan belrbagai aspe lk 

keltelnagakelrjaan, telrmasuk pelmutusan hubungan ke lrja, pelrse llisihan upah, 

diskriminasi, dan masalah keltelnagake lrjaan lainnya. 
56

 

Yurisdiksi ini melmbe lrikan kelpastian hukum dan kelse ltaraan pelrlindungan 

bagi selmua pihak yang telrlibat dalam dunia keltelnagakelrjaan. Pelngadilan 
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Hubungan Industrial lelbih fokus pada aspe lk pelrdata yang telrkait de lngan 

keltelnagakelrjaan dan hubungan industrial. Prosels di PHI dimulai delngan 

pelngajuan gugatan ole lh salah satu pihak yang be lrse lngkelta. Namun, selbellum 

masuk ke l tahap pe lrsidangan, UU PPHI me lwajibkan upaya me ldiasi se lbagai 

langkah pe lrtama pelnye lle lsaian selngke lta. Meldiasi ini belrtujuan untuk me lncapai 

kelse lpakatan damai di antara pihak-pihak yang belrse lngkelta tanpa harus mellalui 

pelrsidangan. Jika me ldiasi tidak me lncapai kelse lpakatan, pelrkara akan dilanjutkan 

kel tahap pe lrsidangan. Se llama pe lrsidangan, pihakpihak yang belrselngke lta 

me lmiliki ke lse lmpatan untuk me lnyampaikan argume ln, me lmbelrikan bukti, dan 

me lnyajikan saksi.
57

  

Hakim PHI yang melmimpin pelrsidangan melmiliki pelnge ltahuan khusus 

dalam hukum keltelnagakelrjaan. Seltellah se lmua bukti dan argume ln disampaikan, 

hakim akan melngelluarkan putusan. Putusan PHI be lrsifat final dan me lngikat para 

pihak yang be lrse lngkelta. Putusan ini me lncakup kelputusan telrkait pe lmutusan 

hubungan ke lrja, upah, atau sanksi lainnya selsuai delngan ke ltelntuan pelrundang-

undangan. Salah satu pelran utama PHI adalah me lnilai ke labsahan pelmutusan 

hubungan ke lrja. PHI me lmastikan bahwa pe lmutusan hubungan kelrja dilakukan 

selsuai delngan pe lraturan pelrundangundangan yang belrlaku, dan hak-hak pe lke lrja 

teltap telrlindungi. PHI juga melnangani pelrsellisihan telrkait upah dan kelseljahtelraan 

pelkelrja.  

Pelmbayaran upah, tunjangan, dan manfaat lainnya selsuai de lngan pe lrjanjian 

kelrja, pelraturan pe lrusahaan, atau pelrundang-undangan yang belrlaku. PHI 
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me lmiliki pelran aktif dalam me llindungi pe lkelrja dari diskriminasi dan pe llanggaran 

hak keltelnagakelrjaan lainnya. Ini me lncakup masalah-masalah selpelrti diskriminasi 

be lrdasarkan je lnis ke llamin, agama, atau suku bangsa, selrta pellanggaran hakhak 

dasar pelkelrja yang dijamin ole lh pelraturan pe lrundangundangan. Seltellah putusan 

dike lluarkan, PHI belrtanggung jawab untuk melmastikan pellaksanaan putusan. 

Prosels elkse lkusi dilakukan untuk melnjamin bahwa kelputusan PHI dijalankan olelh 

pihak yang kalah dalam se lngkelta. ELkselkusi dapat mellibatkan be lrbagai 

me lkanisme l, telrmasuk pelnarikan dana, pelnyitaan aselt, atau tindakan hukum 

lainnya se lsuai de lngan keltelntuan yang be lrlaku. 

Pelngadilan Hubungan Industrial (PHI) melmiliki pelran yang sangat pelnting 

dalam me lnjaga kelselimbangan dan ke ladilan dalam hubungan industrial di 

Indonelsia. Selbagai lelmbaga pelradilan khusus, PHI tidak hanya me lnye llelsaikan 

selngke lta keltelnagake lrjaan teltapi juga belrpe lran dalam me llindungi hak-hak pelke lrja 

dan me lnjaga keltelrtiban dalam dunia kelrja. Melskipun dihadapkan pada be lrbagai 

tantangan, PHI telrus be lrupaya be lradaptasi de lngan pe lrubahan dan me llakukan 

inovasi agar dapat me lmbelrikan pe llayanan hukum yang lelbih baik dan e lfelktif 

dalam melnangani selngke lta keltelnagake lrjaan di e lra yang telrus belrke lmbang. 

6. Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna 

Putusan Pelngadilan Ne lge lri Banda Acelh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna 

me lnjadi contoh konkrelt telntang konflik hukum akibat pellaksanaan RUPS yang 

dipe lrsoalkan. Dalam kasus ini, pe lrse llisihan antara pelmelgang saham muncul 

karelna ke ltidak patuhan telrhadap proseldur pellaksanaan RUPS selbagaimana diatur 

dalam UUPT. Kasus ini me lnunjukkan pelntingnya pelngawasan dan pe lmahaman 
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telrhadap relgulasi yang belrlaku, se lrta me lmpe lrtelgas pelrlunya harmonisasi antara 

UUPT dan UU Cipta Kelrja dalam praktik.
58

 

Putusan hakim atau yang biasa lazim diselbut delngan putusan pe lngadilan, 

pada mulanya hanya bisa diaksels delngan me lndatangi pe lngadilan yang 

be lrsangkutan atau mahkamah agung. Namun hal telrse lbut sangat melmakan waktu 

yang cukup lama saat ini sudah dapat delngan mudah diakse ls olelh masyarakat, 

akadelmisi ataupun praktisi. Se llain para pihak yang be lrse lngke lta, masyarakat 

umum pun dapat me lne lmukan putusan delngan mudah. Sumbelr-sumbe lr 

me lnelmukan putusan telrbagi melnjadi dua, yaitu
59

: 

1. Melndatangi Pe lngadilan Bagi para pihak yang be lrse lngkelta untuk 

me lnelmukan atau mellihat putusan pelngadilan, maka dapat me lndatangi 

pelngadilan yang me lmelriksa, melngadili dan melmutus pelrkara antara para 

pihak yang be lrselngkelta. Sellain itu bagi para akadelmisi yang 

me lmbutuhkan putusan pelngadilan guna kelpelrluan pelne llitian atau 

akadelmis maka dapat melndatangi pe lngadilan pula. Dimana selbe llum 

me lndatangi pe lngadilan harus dibarelngi delngan surat yang belrisikan 

bahwasanya akade lmisi telrselbut melmbutuhkan salinan putusan yang utuh 

guna kel- pelntingan pelnellitiannya. 

2. Melngakse ls Dire lktori Putusan Mahkamah Agung Delwasa ini Mahkamah 

Agung melmiliki suatu welb untuk me lncari putusan-putusan pelngadilan, 

baik itu pe lngadilan tingkat pelrtama, banding ataupun kasasi. We lb telrse lbut 

dinamakan Dire lktori Putusan Mahkamah Agung. Alasan diadakannya welb 
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pelncarian putusan ini yaitu, be lrdasarkan salah satu prinsip pokok dalam 

sistelm pelradilan di dunia yaitu pelngadilan yang telrbuka atau transparan. 

Ke ltelrbukaan me lrupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya 

hakim dan pe lgawai pelngadilan akan le lbih profe lsional dalam me lnjalankan 

tugas dan tangung jawabnya. 

Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan ini melngatur relncana dan 

pelnyelle lnggaraan RUPS pada pelrusahaan telrbuka. POJK ini melmbe lrikan 

peldoman tambahan telntang telknis pe lnyelle lnggaraan RUPS, telrmasuk mellalui 

me ldia e lle lktronik, selrta me lmpe lrtelgas tanggung jawab pelrusahaan dalam 

me lmastikan partisipasi pelme lgang saham. Aturan ini melnjadi acuan dalam 

me lnyelsuaikan pe llaksanaan RUPS de lngan standar tata kellola pelrusahaan yang 

baik.
60

  

Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan (POJK) me lrupakan bagian dari norma 

pellelngkap dalam sistelm hukum pelrusahaan yang belrfungsi me lngatur aspelk telknis 

dalam pe lnye llelnggaraan tata kellola korporasi, telrmasuk pellaksanaan Rapat Umum 

Pelmelgang Saham (RUPS) pada pelrusahaan telrbuka. Salah satu keltelntuan pelnting 

adalah POJK Nomor 15/POJK.04/2020 telntang Relncana dan Pe lnyelle lnggaraan 

RUPS Pelrusahaan Telrbuka, yang disusun se lbagai re lspons telrhadap tuntutan 

elfisielnsi, transparansi, dan digitalisasi dalam manaje lme ln korporasi mode lrn. 

POJK ini melmbe lrikan dasar hukum bagi pe llaksanaan RUPS selcara elle lktronik (el-

RUPS), selrta melne ltapkan kelwajiban pelrusahaan untuk me lnjamin ke ltelrbukaan 
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informasi, kelabsahan kuorum, dan pelrlindungan hak suara pelme lgang saham 

dalam suasana yang adil dan partisipatif.  

Pelrubahan relgulasi dalam selktor pasar modal me lnunjukkan adanya 

pelrgelselran paradigma dari pelnde lkatan hukum pelrusahaan yang rigid melnuju 

mode ll yang lelbih fle lksibe ll dan adaptif telrhadap pelrkelmbangan telknologi 

informasi. Ia melnelgaskan bahwa transformasi digital dalam pe llaksanaan RUPS 

tidak bole lh melnghilangkan asas keltelrbukaan dan ke lse ltaraan hak bagi se lluruh 

pelmelgang saham, karelna prinsip partisipasi me lrupakan fondasi utama dari 

le lgalitas suatu RUPS, melskipun dilaksanakan se lcara elle lktronik.
61

  

Melskipun UU Cipta Ke lrja dan POJK melndorong elfisielnsi me llalui inovasi 

proseldural, pelrusahaan teltap melmiliki ke lwajiban hukum untuk me lnjaga prinsip-

prinsip dasar hukum korporasi, telrutama dalam hal pelrlindungan telrhadap 

pelmelgang saham, baik mayoritas maupun minoritas. 

Putusan Pelngadilan Ne lge lri Banda Ace lh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna 

me lrupakan contoh konkrelt konflik hukum akibat pellaksanaan Rapat Umum 

Pelmelgang Saham (RUPS) tidak selsuai keltelntuan Undang-Undang Pelrse lroan 

Telrbatas (UUPT). Kasus ini melnunjukkan keltidakpatuhan proseldur pellaksanaan 

RUPS me lmicu pe lrse llisihan antar pelmelgang saham. Pellaksanaan RUPS harus 

selsuai re lgulasi untuk melnjaga tata kellola pelrusahaan yang selhat. Kasus ini 

me lnelgaskan pelrlunya harmonisasi antara UUPT dan Undang-Undang Cipta Kelrja 

telrkait pellaksanaan RUPS elle lktronik (e l-RUPS). UU Cipta Ke lrja melmbe lrikan 

flelksibilitas pe llaksanaan RUPS mellalui me ldia elle lktronik, selbe llumnya tidak 

                                                             
 61 Daitas, A., Hukum Pelrusahaan dan Transformasi Tata Kellola Korporasi di ELra Digital 

(Jakarta: Mitra Wacana Meldia, 2020. 



60 

 

 
 

diatur dalam UUPT. Pelrubahan ini melnimbulkan tantangan ke lpastian hukum dan 

pelrlindungan hak pe lmelgang saham selhingga aturan harus se llaras agar e l-RUPS 

be lrjalan lancar tanpa me lnimbulkan konflik. 

Aksels putusan pelngadilan se lbe llumnya hanya dipe lrolelh delngan melndatangi 

pelngadilan atau Mahkamah Agung. Me ltodel ini tidak e lfisieln dan melnyulitkan 

pihak yang tidak be lrada delkat pelngadilan. Kelmajuan telknologi informasi dan 

kelbutuhan transparansi sistelm pe lradilan melndorong Mahkamah Agung 

me lnyeldiakan Dire lktori Putusan onlinel. Masyarakat, akadelmisi, praktisi hukum, 

dan pihak telrkait dapat me lngaksels putusan dari belrbagai tingkat pelngadilan 

delngan mudah dan ce lpat. 

Direlktori Putusan Mahkamah Agung me lrelalisasikan prinsip keltelrbukaan 

dan transparansi sistelm pe lradilan. Keltelrbukaan me lningkatkan akuntabilitas 

hakim dan aparat pelngadilan se lrta melndorong profelsionalismel.
62

 Putusan yang 

mudah diaksels melmudahkan pelngawasan pellaksanaan putusan, me lngurangi 

pelnyalahgunaan we lwe lnang dan ke ltidakadilan. Pelrkelmbangan ini melmpe lrkuat 

sistelm hukum dan tata kellola pe lrusahaan di Indonelsia. Kelmudahan aksels putusan 

me lmastikan proseldur hukum be lrjalan selsuai aturan dan me lnye llelsaikan se lngkelta 

delngan adil dan celpat. Hal ini me lmbangun budaya hukum le lbih baik, 

me lmpelrkuat kelpastian hukum, melningkatkan kelpelrcayaan publik telrhadap 

le lmbaga pe lradilan dan dunia usaha. Dampak positifnya me lningkatkan iklim 

inve lstasi dan pelrtumbuhan elkonomi nasional belrkellanjutan.
63
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Terkait Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telntang Pelrselroan Te lrbatas (UUPT) 

me lrupakan landasan hukum utama yang me lngatur struktur, fungsi, dan tata kellola 

pelrse lroan telrbatas di Indone lsia. Dalam undang-undang ini, salah satu aspe lk 

paling pe lnting adalah pelngaturan melngelnai Rapat Umum Pelme lgang Saham 

(RUPS)  yang se lcara telgas dite ltapkan se lbagai forum pelngambilan ke lputusan 

telrtinggi dalam suatu pelrselroan. RUPS me lmiliki otoritas formal untuk me lngambil 

be lrbagai ke lputusan fundame lntal yang me lne lntukan arah dan ke lbelrlanjutan 

pelrusahaan, telrmasuk pe lnge lsahan laporan keluangan tahunan, pelne ltapan 

pelnggunaan laba be lrsih, pe lngangkatan dan pe lmbelrhelntian dire lksi maupun de lwan 

komisaris, se lrta pelrubahan anggaran dasar.
 64

 

RUPS bukan hanya se lkadar me lkanisme l administratif, mellainkan instrume ln 

kontrol yang me lncelrminkan hak-hak pelme lgang saham atas pelrusahaan yang 

me lrelka miliki. Me llalui forum ini, para pelme lgang saham dapat me lnjalankan 

haknya se lcara langsung dalam melngawasi kinelrja manajelme ln dan melmbe lrikan 

masukan telrhadap ke lbijakan stratelgis pelrusahaan.
65

 De lngan de lmikian, RUPS 

be lrfungsi se lbagai jelmbatan antara pelme lgang saham de lngan organ pe lngurus 

                                                             
 64 Indonelsia. (2007). Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 40 Tahun 2007 telntang 

Pelrselroan Telrbatas. Jakarta: Selkreltariat Nelgara. 

 65 Harahap, M. Y. (2016). Hukum pelrselroan telrbatas (Celt. kel-6). Jakarta: Sinar Grafika. 



63 

 

 
 

pelrusahaan, se lrta selbagai bagian dari sistelm chelcks and balancels yang 

me lmastikan bahwa seltiap kelputusan korporasi dijalankan se lcara transparan dan 

be lrtanggung jawab. 

UUPT juga me lngatur selcara rinci tata cara pellaksanaan RUPS, mulai dari 

syarat kuorum kelhadiran, melkanismel pe lngambilan kelputusan me llalui 

musyawarah atau voting, hingga syarat kelabsahan rapat. Keltelntuan ini belrtujuan 

untuk melnjamin bahwa prosels pelngambilan kelputusan dalam RUPS belrjalan 

selsuai prinsip le lgalitas dan me lnce lrminkan kelhelndak kolelktif pe lmelgang saham 

selcara sah. 

Ke ldudukan stratelgis RUPS dalam struktur pelrselroan me lnjadikannya bagian 

pelnting dalam pe lne lrapan prinsip-prinsip good corporate l gove lrnancel (GCG), 

yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, inde lpe lndelnsi, dan kelwajaran. 

Delngan pe llaksanaan RUPS yang se lsuai keltelntuan, pelrusahaan tidak hanya 

me llindungi hak pelme lgang saham mayoritas, teltapi juga me lmbelrikan ruang 

pelrlindungan dan partisipasi yang adil bagi pe lmelgang saham minoritas. Hal ini 

pelnting dalam melncelgah potelnsi konflik intelrnal yang dapat melrugikan 

pelrusahaan selcara ke lse lluruhan.
66

 

Dalam e lra modelrn yang ditandai olelh digitalisasi dan globalisasi, 

pellaksanaan RUPS pun me lngalami transformasi. Pelrkelmbangan telknologi 

informasi melndorong munculnya konselp el-RUPS (RUPS selcara e lle lktronik), yang 

kelmudian diakomodasi lelbih lanjut mellalui pelrubahan relgulasi dalam Undang-

Undang Cipta Kelrja. Transformasi ini me lnuntut pelrusahaan untuk tidak hanya 
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patuh telrhadap hukum formal, teltapi juga adaptif telrhadap pe lrubahan zaman, 

selhingga mampu me lmpelrtahankan intelgritas tata kellola pe lrusahaan dalam 

be lrbagai kondisi, telrmasuk keltika me lnghadapi krisis atau pelmbatasan mobilitas 

selpe lrti pada masa pande lmi. 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telntang Pelrselroan Te lrbatas (UUPT) 

selcara rinci me lngatur proseldur pe llaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham 

(RUPS) selbagai be lntuk pelngakuan telrhadap pelntingnya partisipasi pe lmelgang 

saham dalam pe lngambilan kelputusan korporasi. Keltelntuan ini me lncakup 

be lrbagai aspelk telknis dan substantif, mulai dari tahapan pe lrsiapan hingga hasil 

akhir rapat. Salah satu keltelntuan pelnting adalah ke lwajiban untuk me llakukan 

pelmanggilan rapat selcara telrtulis yang disampaikan dalam jangka waktu telrtelntu 

selbe llum tanggal pellaksanaan rapat. Pelmanggilan ini harus disampaikan ke lpada 

selluruh pelme lgang saham agar me lrelka me lmiliki waktu yang cukup untuk 

me lmpelrsiapkan diri, me lmahami agelnda rapat, dan me lnelntukan sikap telrhadap 

kelputusan yang akan dibahas.
67

 

UUPT juga melne ltapkan pe lrsyaratan kuorum, yaitu batas minimal kelhadiran 

atau keltelrwakilan pelme lgang saham agar rapat dapat dilaksanakan se lcara sah. 

Kuorum ini be lrvariasi telrgantung pada je lnis kelputusan yang akan diambil, 

misalnya ke lputusan biasa atau kelputusan yang me lmelrlukan pelrse ltujuan khusus 

selpe lrti pe lrubahan anggaran dasar. Pelngaturan kuorum dimaksudkan untuk 

me lnjamin keltelrwakilan yang adil dan me lnce lgah dominasi olelh se lgellintir 

pelmelgang saham telrtelntu dalam me lne lntukan arah kelbijakan pelrusahaan. 
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Sellain itu, UUPT melmbe lrikan ruang bagi pe lngambilan kelputusan mellalui 

dua pelndelkatan, yaitu musyawarah untuk mufakat dan me lkanisme l pelmungutan 

suara (voting). Dalam hal mufakat tidak telrcapai, voting melnjadi me ltodel yang sah 

untuk me lnelntukan hasil kelputusan be lrdasarkan suara telrbanyak dari pelme lgang 

saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keltelntuan ini me lnunjukkan bahwa 

UUPT me lnge ldelpankan prinsip de lmokratis dalam sistelm pe lngambilan kelputusan, 

delngan teltap melnjamin kelabsahan hukum dari hasil ke lputusan RUPS.
68

 

Selmua keltelntuan telrselbut dirancang untuk melmastikan bahwa RUPS tidak 

hanya melnjadi formalitas, mellainkan forum yang belnar-belnar melncelrminkan 

aspirasi dan kelpe lntingan se lluruh pe lmelgang saham. Transparansi dalam prose ls 

pelmanggilan, pelngambilan ke lputusan yang adil, selrta pelrlindungan telrhadap hak-

hak selmua pihak yang telrlibat me lnjadi pilar pe lnting dalam melwujudkan tata 

kellola pe lrusahaan yang se lhat dan belrintelgritas. Mellalui me lkanisme l RUPS yang 

dijalankan selsuai keltelntuan UUPT, pelrusahaan dapat me lmbangun kelpe lrcayaan 

antara manaje lme ln dan pe lmelgang saham, se lrta me lnciptakan iklim usaha yang 

kondusif dan be lrkellanjutan. 

Seliring de lngan kelmajuan telknologi dan pelrubahan dinamika bisnis, 

Undang-Undang Cipta Kelrja me lmpe lrkelnalkan inovasi pelnting dalam 

pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham (RUPS) mellalui pelngaturan RUPS 

selcara elle lktronik atau el-RUPS. Konse lp el-RUPS melmungkinkan pelrusahaan 

me lnyelle lnggarakan rapat tanpa me lmelrlukan kelhadiran fisik para pelme lgang 

saham, mellainkan melnggunakan me ldia elle lktronik se lbagai sarana komunikasi dan 
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pelngambilan kelputusan. Pelngaturan ini dirancang untuk me lmbelrikan kelmudahan 

dan melningkatkan e lfisielnsi pe lnye llelnggaraan RUPS, khususnya bagi pelrusahaan 

yang melmiliki pe lme lgang saham telrselbar di be lrbagai wilayah gelografis. Mellalui 

el-RUPS, hambatan jarak dan waktu dapat diminimalisir, se lhingga akse ls dan 

partisipasi pe lmelgang saham me lnjadi le lbih inklusif. 

Undang-Undang Cipta Ke lrja me lnelgaskan bahwa pellaksanaan el-RUPS 

harus teltap belrlandaskan pada prinsip-prinsip tata kellola pelrusahaan yang baik 

(good corporatel gove lrnancel). Transparansi melnjadi salah satu aspelk utama yang 

harus dijaga agar se lluruh pe lmelgang saham melmpe lrole lh informasi yang cukup 

dan akurat me lngelnai prosels rapat. Sellain itu, akuntabilitas dalam pellaksanaan dan 

pelngambilan ke lputusan harus telrjamin agar hasil rapat me lmiliki ke lkuatan hukum 

yang sah dan dapat dipelrtanggungjawabkan. Pelrlindungan telrhadap hak-hak 

pelmelgang saham, khususnya pe lmelgang saham minoritas, me lnjadi pe lrhatian 

pelnting dalam pe llaksanaan el-RUPS guna me lnghindari dominasi ole lh pelme lgang 

saham mayoritas se lrta me lnjaga kelse limbangan dalam pelngambilan ke lputusan.
69

 

Pelngaturan el-RUPS mellalui Undang-Undang Cipta Kelrja tidak hanya 

me lnyelsuaikan praktik tata kellola pelrusahaan de lngan pe lrkelmbangan telknologi, 

teltapi juga melmpe lrkuat komitmeln telrhadap prinsip keladilan dan transparansi 

dalam pelngambilan ke lputusan korporasi. Adaptasi ini diharapkan dapat 

me lndukung kellancaran opelrasional pelrusahaan dan melningkatkan kelpe lrcayaan 
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pelmelgang saham se lrta pelmangku kelpe lntingan lainnya dalam lingkungan bisnis 

yang se lmakin komple lks dan dinamis.
70

 

Pelngaturan hukum telrkait RUPS saat ini tidak hanya me lnge ldelpankan aspe lk 

formal proseldural, teltapi juga melnye lsuaikan delngan pe lrkelmbangan telknologi dan 

tuntutan dunia usaha yang selmakin dinamis. Hal ini me lnunjukkan komitmeln 

pelmbuat undang-undang untuk melnciptakan re lgulasi yang adaptif se lkaligus 

me lnjaga intelgritas tata kellola pelrusahaan. 

Pelnellitian yang dilakukan ole lh Santoso dan Wulandari pada tahun 2021 

me lngungkapkan bahwa pe lne lrapan e l-RUPS di Indone lsia masih me lnghadapi 

be lrbagai tantangan, baik dari sisi relgulasi maupun aspe lk telknologi. Salah satu 

kelndala utama adalah bellum adanya standar kelamanan informasi yang me lmadai, 

selhingga be lrpotelnsi melnimbulkan ke lraguan telrkait pelrlindungan data dan 

inte lgritas prosels rapat. Sellain itu, me lkanisme l transparansi dalam pellaksanaan el-

RUPS juga pe lrlu dipelrkuat agar se lluruh pelmelgang saham, telrmasuk yang 

minoritas, dapat me lngaksels informasi se lcara lelngkap dan adil. Pelne llitian telrselbut 

me lnelgaskan pe lrlunya harmonisasi antara keltelntuan dalam Undang-Undang 

Pelrselroan Te lrbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kelrja agar pe llaksanaan e l-

RUPS dapat belrjalan e lfelktif, dite lrima luas ole lh pellaku bisnis, dan teltap 

me lnjunjung prinsip-prinsip tata kellola pelrusahaan yang baik.
71

 

Pelnellitian yang dilakukan ole lh Wibowo pada tahun 2022 melnyoroti 

pelntingnya sosialisasi dan e ldukasi yang inte lnsif kelpada para pellaku bisnis telrkait 
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relgulasi e l-RUPS. Wibowo me lnelkankan bahwa tanpa pelmahaman yang me lmadai, 

pellaksanaan rapat elle lktronik be lrisiko me lnimbulkan masalah hukum dan potelnsi 

selngke lta intelrnal dalam pelrusahaan. ELdukasi ini dipe lrlukan untuk me lmastikan 

bahwa se lmua pihak me lmahami tata cara pellaksanaan el-RUPS, hak dan kelwajiban 

me lrelka se lbagai pelme lgang saham, se lrta me lkanismel pelnye lle lsaian pe lrse llisihan 

yang mungkin muncul. De lngan de lmikian, keldua pelnellitian telrselbut melmbe lrikan 

kontribusi pe lnting dalam me lngide lntifikasi aspelk kritis yang harus dipelrhatikan 

agar inovasi e l-RUPS dapat diimple lmelntasikan selcara optimal, aman, dan adil 

dalam praktik tata kellola pelrusahaan di Indonelsia.
72

 

B. Implikasi Hukum Terhadap Keputusan Yang Diambil Dalam RUPS Jika 

Terdapat Pelanggaran Terhadap Ketentuan Dalam UUPT dan UU Cipta 

Kerja 

Ke lputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pelmelgang Saham (RUPS) 

me lmiliki kelkuatan hukum melngikat selluruh pelmelgang saham se lrta manajelme ln 

pelrusahaan. Ke lputusan ini me lnjadi landasan pe llaksanaan ke lbijakan dan langkah 

stratelgis pelrusahaan. Namun, apabila pe llaksanaan RUPS tidak selsuai de lngan 

keltelntuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telntang 

Pelrselroan Telrbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kelrja, maka ke lputusan 

yang dihasilkan dapat dinyatakan tidak sah atau batal delmi hukum (null and void).  

Ke ltidakse lsuaian telrselbut dapat telrjadi akibat belrbagai pe llanggaran 

proseldural, selpelrti pe lmanggilan rapat yang tidak me lmelnuhi batas waktu dan tata 

cara yang tellah dite lntukan, tidak telrpelnuhinya kuorum minimal yang diwajibkan 
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agar rapat dapat dilanjutkan, se lrta pelngambilan kelputusan yang dilakukan tanpa 

transparansi yang melmadai. Se llain itu, pe llaksanaan RUPS selcara e llelktronik (el-

RUPS) yang tidak me lmelnuhi standar kelamanan, autelntikasi, dan kelabsahan juga 

dapat melnimbulkan kelraguan hukum telrhadap validitas kelputusan yang diambil.
73

  

Konselkue lnsi dari pe llanggaran ini tidak hanya be lrdampak pada batalnya 

kelputusan RUPS, teltapi juga belrpotelnsi melnimbulkan konflik intelrnal dan 

selngke lta hukum yang me lrugikan pelrusahaan dan para pelme lgang saham. Ole lh 

selbab itu, kelpatuhan telrhadap proseldur yang diatur dalam UUPT dan UU Cipta 

Ke lrja me lnjadi aspelk krusial untuk me lmastikan ke lputusan RUPS me lmiliki 

kelkuatan hukum yang sah dan dapat dijalankan se lcara elfe lktif.
74

 

Pelmelgang saham yang melrasa dirugikan akibat pellanggaran proseldur 

dalam pellaksanaan Rapat Umum Pelme lgang Saham (RUPS) me lmiliki hak untuk 

me lngajukan gugatan pe lmbatalan ke lputusan RUPS kel pelngadilan. Gugatan ini 

diajukan de lngan tujuan untuk melnuntut keladilan dan pelrlindungan atas hak-hak 

me lrelka yang dianggap dilanggar se llama prosels rapat. Pelngadilan akan me llakukan 

pelnilaian melnye lluruh telrhadap aspe lk formal dan substansial dari pe llaksanaan 

RUPS, telrmasuk apakah pe lmanggilan rapat sudah se lsuai aturan, kuorum 

telrpelnuhi, prosels pe lngambilan kelputusan transparan, selrta kelpatuhan telrhadap 

keltelntuan hukum yang be lrlaku.
75
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Jika pelngadilan melne lmukan adanya pe llanggaran proseldur yang signifikan 

dan belrakibat pada kelrugian bagi pe lmelgang saham, khususnya kellompok 

minoritas yang se lringkali relntan telrhadap dominasi mayoritas, maka pelngadilan 

be lrwelnang untuk me lmbatalkan ke lputusan yang diambil dalam RUPS telrse lbut. 

Sellain itu, pelngadilan juga dapat me lnginstruksikan agar RUPS diadakan kelmbali 

selsuai delngan proseldur hukum yang be lnar delmi me lnjamin keladilan dan 

le lgitimasi ke lputusan yang dihasilkan. Putusan ini me lnjadi me lkanisme l pelnting 

dalam me lnjaga tata kellola pe lrusahaan yang baik dan melmbe lrikan pe lrlindungan 

hukum bagi selluruh pe lmelgang saham agar hak-hak me lrelka dihormati dan 

dijunjung tinggi.
76

 

Dampak hukum dari pelmbatalan ke lputusan Rapat Umum Pe lme lgang Saham 

(RUPS) melmiliki konse lkuelnsi yang cukup signifikan bagi pelrusahaan. 

Pelmbatalan telrselbut me lnciptakan keltidakpastian hukum yang dapat melngganggu 

jalannya opelrasional dan stabilitas manaje lmeln pelrusahaan. Ke ltidakpastian ini 

be lrpotelnsi me lmicu konflik intelrnal yang be lrkelpanjangan di antara para 

pelmelgang saham dan manajelme ln, se lhingga me lnghambat pelngambilan kelputusan 

stratelgis yang dipelrlukan untuk kelmajuan pelrusahaan. Sellain itu, pelmbatalan 

kelputusan RUPS juga dapat melnurunkan tingkat kelpelrcayaan invelstor, mitra 

bisnis, dan pe lmangku ke lpelntingan lainnya telrhadap kreldibilitas dan tata kellola 

pelrusahaan. Pelnurunan ke lpe lrcayaan ini belrisiko me lngurangi nilai pe lrusahaan dan 

me lnghambat akse ls pelrusahaan telrhadap sumbe lr pelndanaan yang dibutuhkan. 

Ole lh karelna itu, kelpatuhan ke ltat telrhadap aturan pe llaksanaan RUPS me lnjadi 
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sangat pelnting. Kelpatuhan ini tidak hanya me lnjamin ke labsahan dan kelkuatan 

hukum ke lputusan yang dihasilkan, teltapi juga be lrpelran pelnting dalam me lnjaga 

relputasi pelrusahaan se lrta me lmastikan ke llangsungan bisnis yang selhat dan 

be lrkellanjutan di telngah pelrsaingan pasar yang se lmakin kompeltitif.
77

 

Pellaksanaan el-RUPS yang diatur dalam UU Cipta Ke lrja harus 

me lngakomodasi aspelk ke lamanan data dan pe lrlindungan informasi agar tidak 

telrjadi manipulasi hasil rapat atau pellanggaran privasi. Kurangnya ke lpastian dan 

standar telknis dalam pe llaksanaan el-RUPS dapat melnimbulkan selngke lta baru, 

selhingga dibutuhkan relgulasi pelle lngkap dan peldoman telknis yang jellas agar 

kelputusan yang dihasilkan teltap melmiliki ke lkuatan hukum yang kuat.
78

 

Pelnellitian telrbaru olelh Kurniawan melngungkapkan bahwa pe llanggaran 

proseldur dalam pellaksanaan Rapat Umum Pelme lgang Saham (RUPS), khususnya 

pada el-RUPS, selring melnimbulkan selngkelta hukum yang cukup komplelks. 

Komple lksitas ini telrutama diselbabkan olelh kurangnya pelmahaman telrhadap 

aspelk telknologi olelh para pelme lgang saham maupun manaje lmeln pe lrusahaan. 

Kondisi ini me lmbuat pellaksanaan e l-RUPS relntan telrhadap ke lsalahan telknis dan 

keltidakse lsuaian proseldur yang belrpotelnsi me lmicu pelrse llisihan hukum. Dalam 

pelnellitiannya, Kurniawan e lt al. melnyimpulkan bahwa dibutuhkan pelnguatan 

aturan telknis yang le lbih rinci se lrta melkanismel pe lnyelle lsaian se lngke lta yang 

mampu belradaptasi de lngan pelrke lmbangan telknologi digital. Sellain itu, pelne llitian 

ini juga me lnelkankan pelntingnya pelrlindungan hak pelmelgang saham minoritas 
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agar me lrelka tidak dirugikan ole lh ke lputusan yang dihasilkan dari RUPS yang 

dilaksanakan tanpa me lmelnuhi proseldur yang belnar. Pelrlindungan ini melnjadi 

kunci dalam me lnjaga ke ladilan dan ke lselimbangan dalam tata kellola pe lrusahaan di 

elra digitalisasi.
79

 

Pelnellitian yang dilakukan ole lh Mahelswara melngkaji landasan hukum 

pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham se lcara ellelktronik (el-RUPS) dan 

prosels pelmbuatan risalah rapat el-RUPS di Indone lsia. Pelne llitian ini melnggunakan 

me ltodel yuridis normatif de lngan fokus pada kajian telrhadap pelraturan pe lrundang-

undangan yang re llelvan. Hasil pelne llitian me lnunjukkan bahwa pellaksanaan el-

RUPS me lmiliki dasar hukum yang jellas, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 telntang Pelrselroan Telrbatas (UUPT) dan Pelraturan Otoritas Jasa Ke luangan 

(POJK) No. 16/POJK.04/2020 telntang Pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang 

Saham Pe lrusahaan Telrbuka Se lcara ELlelktronik. Sellain itu, pe lmbuatan risalah 

rapat el-RUPS wajib me lngikuti keltelntuan dalam UUPT, POJK, dan Undang-

Undang No. 2 Tahun 2014 telntang Jabatan Notaris (UUJN).
80

 Pelne llitian ini 

me lnelgaskan bahwa risalah rapat el-RUPS harus ditandatangani se lcara fisik olelh 

notaris dan saksi selsuai keltelntuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 90 UUPT.
81

 Apabila 

risalah rapat dibuat dan ditandatangani selcara elle lktronik tanpa me lmelnuhi 

keltelntuan telrse lbut, risalah telrse lbut be lrpotelnsi kelhilangan unsur otelntisitasnya 
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selhingga dapat melrugikan pihak-pihak telrkait. Ke lsimpulan pelne llitian 

me lnelkankan bahwa pellaksanaan el-RUPS dan pelmbuatan risalahnya harus sellalu 

me lmatuhi pe lraturan pelrundang-undangan yang belrlaku untuk me lnjamin 

kelpastian hukum dan ke lkuatan hukum kelputusan yang dihasilkan. Ke lpatuhan 

telrhadap proseldur hukum yang tellah dite ltapkan sangat pelnting untuk melnjaga 

inte lgritas dan kelabsahan hasil rapat, selkaligus melmastikan pe lrlindungan hukum 

bagi se lmua pihak yang telrlibat.
82

 

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hukum Perdata Pada Studi 

Putusan No:1/Pdt.G/2020/Bna 

Putusan Pelngadilan Nelgelri Banda Ace lh Nomor 1/Pdt.G/2020/Bna me lnjadi 

contoh nyata bagaimana hakim me lnilai se lngkelta yang timbul akibat pellaksanaan 

Rapat Umum Pe lmelgang Saham (RUPS) yang dipelrmasalahkan ole lh pelme lgang 

saham. Dalam me lnyelle lsaikan pelrkara telrselbut, hakim mellakukan analisis 

me lndalam untuk me lnelntukan apakah pellaksanaan RUPS tellah se lsuai delngan 

keltelntuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telntang 

Pelrselroan Telrbatas (UUPT) selrta Undang-Undang Cipta Kelrja. Pelnilaian ini 

me lncakup aspe lk formal selpe lrti pe lmanggilan rapat, keltelntuan kuorum, dan 

proseldur pelngambilan kelputusan, selrta aspelk substansial yang me llibatkan 

pelrlindungan hak pelme lgang saham, telrutama pelmelgang saham minoritas. 

Dalam pellaksanaan Rapat Umum Pe lme lgang Saham (RUPS), aspelk formal 

selpe lrti pelmanggilan rapat, keltelntuan kuorum, dan me lkanisme l pe lngambilan 

kelputusan adalah fondasi utama yang me lnjamin sahnya kelputusan korporasi. 
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Pelmanggilan rapat harus me lme lnuhi standar waktu dan me ltodel yang diatur 

undang-undang agar se lluruh pelme lgang saham me lmiliki kelselmpatan yang adil 

untuk be lrpartisipasi. Kuorum juga me lnjadi ukuran ke ltelrwakilan yang pelnting 

untuk me lmastikan le lgitimasi ke lputusan yang diambil dalam RUPS.
83

 

Sellanjutnya, dalam hal pelrlindungan pe lme lgang saham minoritas, dimana 

tata kellola pe lrusahaan yang baik wajib me lngakomodasi pelrlindungan telrhadap 

hak-hak minoritas. Keltelrlibatan melre lka dalam pelngambilan ke lputusan harus 

dipastikan me llalui melkanismel transparan dan adil, agar tidak telrjadi 

pelnyalahgunaan kelkuasaan ole lh mayoritas yang dapat me lrugikan pe lrusahaan dan 

pelmelgang saham minoritas.
84

 

Belrbagai pe lnellitian tellah melngkaji pe lrlindungan hukum dan pe lnyelle lsaian 

selngke lta telrkait pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham (RUPS), baik selcara 

konve lnsional maupun elle lktronik (e l-RUPS). Misalnya, Rahman  me lne lliti 

pelrlindungan hukum telrhadap pe lmelgang saham minoritas dalam RUPS 

ellelktronik (el-RUPS) yang diatur ole lh Undang-Undang Cipta Kelrja. Pelne llitian ini 

me lngkaji bagaimana relgulasi baru ini melmpe lngaruhi prosels pellaksanaan rapat 

ellelktronik, telrutama dalam me lnjamin transparansi dan akuntabilitas, se lrta 

me lnce lgah dominasi pe lmelgang saham mayoritas. Rahman me lne lgaskan pelrlunya 

harmonisasi antara UUPT dan UU Cipta Kelrja untuk me lnghindari ke ltidakpastian 

hukum, se lkaligus melmbe lrikan ruang pelrlindungan yang le lbih baik bagi 

pelmelgang saham minoritas me llalui me lkanisme l gugatan pelmbatalan kelputusan 
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RUPS di pe lngadilan. Studi ini me lne lkankan pelntingnya re lgulasi telknis dan 

eldukasi bagi pe llaku bisnis agar pe llaksanaan e l-RUPS be lrjalan elfe lktif dan selsuai 

prinsip tata kellola pelrusahaan yang baik.
85

 

Sellain itu, Putri   melmbahas dampak pe llanggaran proseldur RUPS telrhadap 

kelabsahan kelputusan yang dihasilkan se lrta implikasinya bagi pe lrusahaan dan 

pelmelgang saham. Pe lnellitian ini me lnggunakan pelnde lkatan yuridis normatif 

delngan analisis kasus pelmbatalan kelputusan RUPS karelna pe lmanggilan rapat 

yang tidak melme lnuhi syarat kuorum dan keltelntuan pe lmanggilan yang tidak telpat 

waktu. Putri me lnyoroti pe lran pelngadilan selbagai pelngawal tata kellola pe lrusahaan 

dalam me lmastikan pelrlindungan hak pe lme lgang saham minoritas selrta 

me lnelkankan pe lrlunya melkanisme l pe lnyelle lsaian selngkelta yang e lfelktif agar 

me lnce lgah konflik intelrnal yang melrugikan pelrusahaan selcara ke lse lluruhan.
86

 

Sellain itu, pelnellitian ole lh Santoso dan Wibowo me lnelliti pe lne lrapan el-

RUPS dalam kontelks good corporatel gove lrnancel (GCG) di pelrusahaan telrbuka 

Indonelsia. Pelnellitian ini me lnyoroti bagaimana telknologi digital melngubah tata 

kellola rapat pelmelgang saham dan tantangan yang muncul telrkait kelamanan data, 

autelntikasi, dan pe lrlindungan hak suara. Melre lka me lnelkankan pelrlunya pelnguatan 

relgulasi telknis dan sosialisasi ke lpada pellaku usaha agar e l-RUPS dapat belrjalan 

selcara transparan, akuntabell, selrta me lnjamin partisipasi selmua pelme lgang saham 

tanpa diskriminasi. Studi ini juga melnyoroti pelntingnya pelran notaris dalam 
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pelmbuatan risalah rapat elle lktronik se lbagai belntuk lelgalitas dan lelgitimasi 

kelputusan korporasi.
87

 

Ke lputusan hakim dalam pe lrkara ini me lnjadi prelse ldeln pelnting yang 

me lnelgaskan bahwa kelpatuhan telrhadap proseldur hukum dalam pe llaksanaan 

RUPS me lrupakan syarat mutlak agar ke lputusan rapat me lmiliki kelkuatan hukum 

yang sah dan melngikat selmua pihak. Sellain itu, putusan ini juga me lnelgaskan 

pelrlunya harmonisasi antara relgulasi lama dan baru, yaitu UUPT dan UU Cipta 

Ke lrja, dalam praktik tata kellola pelrse lroan di Indone lsia. 

Pelrtimbangan hakim dalam putusan telrselbut melncakup velrifikasi 

me lnyelluruh telrhadap tata cara pelmanggilan RUPS, melmastikan bahwa 

pelmanggilan dilakukan selsuai delngan keltelntuan waktu dan me ltodel yang diatur 

ole lh pe lrundang-undangan. Hakim juga me lnilai apakah kuorum kelhadiran dalam 

rapat tellah telrpelnuhi se lsuai de lngan pe lrsyaratan yang diteltapkan, se lrta me lme lriksa 

apakah pe lngambilan ke lputusan melngikuti me lkanisme l yang be lnar, telrmasuk 

prosels voting yang selsuai dan tidak mellanggar prinsip transparansi selrta 

akuntabilitas. Se llain aspelk proseldural, hakim me lnge lvaluasi apakah pellaksanaan 

rapat me lmbe lrikan kelse lmpatan yang adil dan seltara bagi selluruh pe lme lgang 

saham, telrmasuk pe lmelgang saham minoritas, untuk melnyampaikan pe lndapat dan 

turut belrpartisipasi dalam pe lngambilan kelputusan. Pelnilaian ini be lrtujuan untuk 

me lmastikan bahwa hak-hak se lluruh pelme lgang saham telrlindungi dan kelputusan 

yang dihasilkan melmiliki le lgitimasi hukum yang kuat selrta me lnce lrminkan prinsip 

tata kellola pelrusahaan yang baik. Pe lnellitian se lrupa dilakukan ole lh Wijaya yang 
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me lnyoroti pe lntingnya pe lngawasan ke ltat telrhadap pellaksanaan RUPS guna 

me lnjamin hak pe lmelgang saham minoritas se lrta me lnce lgah dominasi pelme lgang 

saham mayoritas. Dalam studinya, Wijaya melnelgaskan bahwa keltidakpatuhan 

telrhadap proseldur RUPS be lrpotelnsi melnimbulkan se lngkelta hukum dan me lrusak 

tata kellola pelrusahaan yang selhat, selhingga pelran pelngadilan dalam melnilai dan 

me lmbatalkan ke lputusan RUPS yang cacat proseldur melnjadi sangat krusial untuk 

me lnjaga keladilan dan kelpastian hukum.
88

 

Melnilai aspelk formal, hakim juga melngutamakan prinsip ke ladilan dan 

kelpatutan untuk me llindungi hak-hak pe lme lgang saham yang dirugikan akibat 

keltidakpatuhan telrhadap proseldur RUPS. Dalam putusannya, hakim dapat 

me lmbatalkan ke lputusan RUPS apabila dite lmukan pe llanggaran signifikan yang 

me lmbuat kelputusan telrselbut tidak me lnce lrminkan ke lhe lndak sah para pelme lgang 

saham. Putusan ini me lnelgaskan urge lnsi harmonisasi dan sinelrgi antara Undang-

Undang Pe lrselroan Telrbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Ke lrja, telrutama 

dalam melngatur pellaksanaan RUPS ellelktronik (el-RUPS). Tujuannya agar 

pellaksanaan el-RUPS tidak me lnimbulkan ke ltidakpastian hukum se lrta teltap 

me lnjamin pe lrlindungan hak yang seltara bagi selluruh pelme lgang saham tanpa 

telrkelcuali. De lngan delmikian, ke lputusan pelngadilan ini me lmpe lrkuat landasan 

hukum yang adil dan konsisteln untuk tata kellola pelrusahaan yang transparan dan 

akuntabe ll di e lra digital. 

Putusan ini me lnjadi tonggak pelnting dalam pelngelmbangan hukum 

korporasi di Indone lsia kare lna melmpe lrlihatkan bagaimana pe lngadilan tidak hanya 
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selbagai lelmbaga pe lnye llelsaian se lngkelta, teltapi juga se lbagai pelngawal prinsip-

prinsip tata kellola pe lrusahaan yang baik (good corporate l govelrnance l). Delngan 

me lmastikan bahwa pellaksanaan Rapat Umum Pelme lgang Saham (RUPS) 

dilakukan selsuai delngan ke ltelntuan hukum yang be lrlaku, pelngadilan be lrpelran 

aktif dalam me lnjamin ke lpastian hukum se lrta pelrlindungan hak-hak pe lme lgang 

saham, khususnya pelme lgang saham minoritas yang se lring kali re lntan telrhadap 

praktik tidak adil. Pelne lgakan hukum yang konsisteln dalam kontelks RUPS juga 

be lrfungsi se lbagai sinyal positif bagi invelstor, baik dome lstik maupun asing, 

bahwa Indonelsia me lmiliki sistelm hukum yang kuat dan dapat dipelrcaya untuk 

me lndukung kelgiatan bisnis yang se lhat dan transparan.
89

 

Ke lpe lrcayaan invelstor yang melningkat akibat kelpastian hukum ini sangat 

pelnting dalam melnjaga stabilitas pe lrusahaan. Stabilitas telrse lbut me lncakup 

manaje lme ln yang e lfelktif, pe lngambilan kelputusan yang transparan, se lrta 

pelngellolaan risiko yang le lbih baik. Selmua faktor ini belrkontribusi pada 

kelbelrlangsungan dan pelrtumbuhan pelrusahaan jangka panjang. Di sisi makro, 

stabilitas pe lrusahaan dan pe lningkatan inve lstasi akan me lmbe lrikan dampak positif 

bagi pe lrelkonomian nasional. Inve lstor yang pelrcaya pada tata kellola pe lrusahaan 

yang baik ce lndelrung me llakukan invelstasi lelbih be lsar dan belrke llanjutan, yang 

dapat me lmacu pe lnciptaan lapangan ke lrja, pelningkatan produksi, dan 

pelrtumbuhan e lkonomi se lcara kelse lluruhan.
90
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Putusan pelngadilan yang me lne lkankan harmonisasi antara Undang-Undang 

Pelrselroan Te lrbatas (UUPT) dan Undang-Undang Cipta Kelrja me lnce lrminkan 

kelbutuhan untuk relgulasi yang relsponsif telrhadap kelmajuan telknologi dan 

pelrubahan dinamika bisnis di e lra modelrn. Pelngintelgrasian aturan lama dan baru 

dalam tata kellola korporasi sangat pelnting untuk me lnciptakan kelrangka hukum 

yang adaptif, elfisie ln, dan dapat me lndorong iklim invelstasi yang kondusif. 

Harmonisasi ini juga be lrpelran dalam melngurangi keltidakpastian hukum, se lhingga 

me lmbelrikan ke lpastian dan pe lrlindungan hukum bagi pe llaku bisnis dan pe lmelgang 

saham.
91

  

Lelbih lanjut, relformasi hukum yang diinisiasi mellalui putusan pe lngadilan 

selrta pelnyelsuaian re lgulasi mampu me lningkatkan daya saing korporasi Indonelsia 

di pasar global. Hal ini selkaligus me lmpelrkuat prinsip transparansi dan 

akuntabilitas yang melrupakan inti dari good corporatel gove lrnance l, yang pada 

akhirnya me lndorong pelrtumbuhan elkonomi nasional selcara inklusif dan 

be lrkellanjutan.
92

 

Pelnellitian olelh Putri dan Haryanto  melngkaji be lrbagai putusan pe lngadilan 

telrkait pellaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham (RUPS) di Indonelsia se ltellah 

dibe lrlakukannya Undang-Undang Cipta Ke lrja. Dalam studi telrselbut, me lrelka 

me lnelmukan bahwa hakim se lmakin ce lrmat melmpelrhatikan aspe lk telknologi yang 

telrkait delngan pe llaksanaan el-RUPS, telrmasuk validitas proseldur dan ke lamanan 

pelnggunaan meldia e llelktronik dalam rapat.  
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Sellain itu, pelne llitian ini me lnyoroti pe lntingnya pelrlindungan hak yang 

seltara bagi selluruh pelme lgang saham, telrutama pe lme lgang saham minoritas, dalam 

prosels pelngambilan kelputusan di RUPS e llelktronik. Putri dan Haryanto 

me lnelgaskan bahwa putusan-putusan pelngadilan yang me lnitikbe lratkan pada aspe lk 

telknologi dan pe lrlindungan hak telrselbut me lnjadi landasan pe lnting dalam 

me lndorong relformasi hukum korporasi di Indonelsia. Relformasi ini diharapkan 

mampu melnjawab tantangan elra digital se lrta melmelnuhi ke lbutuhan tata kellola 

pelrusahaan yang le lbih modelrn, transparan, dan akuntabell. De lngan delmikian, 

pelnellitian ini me lne lmpatkan putusan pe lngadilan selbagai instrumeln kunci dalam 

pelmbaruan relgulasi dan praktik tata kellola pelrusahaan yang adaptif telrhadap 

pelrkelmbangan telknologi dan dinamika bisnis saat ini.
93
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan analisis dan pe lmbahasan diatas maka dapat dike ltahui 

kelsimpulan dalam pe lne llitian ini, se lbagai belrikut: 

1. Pelngaturan hukum melnge lnai pe llaksanaan Rapat Umum Pe lmelgang Saham 

(RUPS) di Indone lsia yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 

2007 telntang Pelrselroan Telrbatas (UUPT) dan pelngelmbangan relgulasi 

me llalui Undang-Undang Cipta Kelrja melnelgaskan pelntingnya melkanisme l 

pelngambilan ke lputusan korporasi yang lelgal, transparan, dan akuntabell. 

Transformasi pellaksanaan RUPS kel dalam belntuk ellelktronik (el-RUPS) 

me lmbelrikan kelmudahan aksels dan elfisie lnsi, namun juga me lnuntut 

pelnguatan standar telknis dan pelrlindungan hukum, telrutama bagi 

pelmelgang saham minoritas. 

2. Implikasi Putusan pelngadilan, selpelrti dalam pelrkara No. 

1/Pdt.G/2020/Bna, melnunjukkan bahwa hakim be lrpelran pelnting dalam 

me lnelgakkan prinsip-prinsip tata kellola pe lrusahaan yang baik (good 

corporate l govelrnance l) delngan melmastikan kelpatuhan telrhadap proseldur 

hukum, selrta pelrlindungan hak-hak pelme lgang saham selcara adil dan 

proporsional. Putusan telrse lbut juga melne lgaskan pelrlunya harmonisasi 

antara UUPT dan UU Cipta Kelrja agar pellaksanaan e l-RUPS tidak 
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me lnimbulkan keltidakpastian hukum dan teltap me lnjunjung prinsip 

keladilan. 

3. Pellaksanaan e l-RUPS masih melnghadapi tantangan telrkait ke lamanan data, 

validitas proseldur, dan pelrlindungan hak pelme lgang saham minoritas. 

Dalam UUPT 2007, keltelntuan RUPS diatur pada Pasal 75–91, khususnya 

Pasal 76 ayat (1) telntang telmpat, Pasal 82 ayat (2) me lngelnai pe lmanggilan, 

Pasal 86 ayat (1) telntang quorum, dan Pasal 87 ayat (1) telrkait sahnya 

kelputusan, se lmelntara UU Cipta Kelrja 2023 melmpelrkuat Pasal 77 delngan 

dasar hukum pellaksanaan el-RUPS. Putusan PN Banda Ace lh No. 

1/Pdt.G/2020/Bna melnunjukkan bahwa pellanggaran telrhadap keltelntuan 

pasal-pasal telrselbut melnye lbabkan kelputusan RUPS batal de lmi hukum. 

B. Saran 

Adapun saran dari pelnulis untuk pelmbaca skripsi ini sangatlah banyak yang 

harus di pahami pe lmbaca dalam pe lnulisan ini, antara lain: 

1. Helndaknya pe lmelrintah dan otoritas telrkait melngelmbangkan relgulasi 

pellelngkap yang me lngatur standar kelamanan informasi, autelntikasi, se lrta 

me lkanisme l telknis pelnye lle lnggaraan el-RUPS agar prosels rapat elle lktronik 

dapat belrlangsung delngan aman, transparan, dan telrpelrcaya. Sellain itu, 

dipe lrlukan harmonisasi antara keltelntuan dalam UUPT dan UU Cipta 

Ke lrja se lrta pelraturan pellaksana lainnya supaya pe llaksanaan RUPS, 

telrmasuk el-RUPS, tidak me lnimbulkan tumpang tindih re lgulasi yang 

me lnyelbabkan keltidakpastian hukum. 
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2. Dipe lrlukan program sosialisasi dan e ldukasi inte lnsif bagi pe lmelgang saham 

dan manajelme ln pelrusahaan supaya me lrelka me lmahami tata cara 

pellaksanaan e l-RUPS, hak dan kelwajiban yang mellelkat, selrta melkanisme l 

pelnyelle lsaian selngke lta, agar risiko kelsalahan proseldur dan selngke lta 

hukum dapat diminimalisir. Se llain itu, relgulasi dan praktik pellaksanaan 

RUPS, khususnya el-RUPS, he lndaknya me lmbelrikan pe lrlindungan yang 

me lmadai bagi pe lme lgang saham minoritas supaya hak-hak melre lka tidak 

telrpinggirkan dan dapat be lrpartisipasi selcara e lfelktif dalam pelngambilan 

kelputusan. 

3. Pelngadilan helndaknya telrus melnge lmbangkan kapasitas dan pe lmahaman 

telrkait telknologi dan relgulasi e l-RUPS supaya dapat melmbe lrikan putusan 

yang adil, proporsional, selrta melndorong kelpastian hukum dan 

pelrlindungan hak se lmua pihak dalam pelnye lle lsaian se lngkelta korporasi. 
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